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A. Hasil Penelitian 

BABIV 

TEMUANDANPEMBAHASAN 

1. Keadaan umum Kota Tual 

56 

Kota Tual dibentuk berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 

2007 pada tanggal 10 Juli 2007 tentang Pcmbentukan Kota Tual di Provinsi 

Maluku. Pembcntukan Kota Tual mcrupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku 

Tcnggara yang pada tcrdiri atas 4 (cmpat) Kecamatan. yaitu Kccamatan Pulau 

Dullah Utara. Kccamatan Pulau Dullah Selatan. Kecamatan Tayando Tam dan 

Kccamatan Pulau-Pulau Kur. Kota Tual mcmiliki luas wilayah kcscluruhan :: 

19.08~-\.29 km 2
. 

Scperti tclah dipahami balma lembaga Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

mcrupakan sarana untuk tnC\\ujudkan kcdaulatan rakyat di daerah. haik 

kabupatcn/kota maupun provinsi. dalam kcrangka pcmcrintahan Ncgara Kcsatuan 

Rcpublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keanggotaan DPRD Kota Tual 

Periodc tahun 2008-2013 sekarang ini adalah basil Pemilihan Umum tahun 2008. 

Pcmilu tahun 2008 merupakan pemilu yang dilaksanakan di era reformasi. DPRD 

Kota Tual, sesuai fungsinya merupakan representasi dari sejumlah besar kalangan 

masyarakat Kota Tual yang berjumlah kurang lebih 100 ribu jiwa. Dari jumlah 

penduduk tersebut merupakan wajib pilih terdaftar yang telah berpartisipasi dalam 

pemilu Tahun 2008 lalu. Pemilu tahun 2008 di Kota Tual yang lalu telah 

dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu yakni KPUD Kota Tual, 

Panwaslu, Pemerintah Dacrah, serta badan-badan terkait lainnya. 
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum tentunya dilaksanakan dengan maksud 

untuk memilih Wakil-wakil Rakyat yang mampu membawakan aspirasi rakyat. 

Sebagaimana daerah-daerah lainnya. peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2008 di Kota Tual. antara lain : 

a. Undang-Undang Das:.u 1945 [Pasal 22E ayat ( l) s.d. ayat (6)] ; 

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyclenggara Pemilihan 

Umum: 

c. Undang-Undang No.2 Tahun 200g tcntang Partai Politik: 

d. Undang-Undang No. I 0 Tahun 2008 tcntang Pcmilihan Umum Anggota 

Dc\van Pcrwakilan Rakyat. Dc\\an Perwakilan Dacrah. dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Dacrah : 

c. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tcntang Pcmilihan Umum Presidcn 

dan Wakil Prcsiclcn; 

f. Pcraturan Pemcrintah Pcngganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 

tcntang Perubahan atas IJndang-Undang No. 10 Tahun 2008 tcntang 

Pcmilihan Umum Anggota Dewan Pcmakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah: 

g. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari 

Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai 

Hari Libur Nasional ; 

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang 

Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009; 
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1. Surat/Keputusan/Edaran/Juknis/dan lain-lain yang dikeluarkan Komisi 

Pemilihan Umum, antara lain: 

1) Surat Ketua KPU No.2546/15/VIIII2008 : Description Penetapan 

Partai Politik Peserta Pemilu 2008 menjadi Partai Politik Peserta 

Pemilu 2008 ; 

2) Keputusan KPU No.l78/Kpt/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman 

Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota 

Dcv\·an Perwakilan Rakyat Dewan Pcrwakilan Dacrah, dan 

Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum: 

3) Keputusan KPU No.\73/Kpts/KPU/ Tahun 2008 tcntang 

Pcrubahan Tcrhadap Keputusan Komisi Pemilihan Lmum Nomor 

I 07 /SK/KPll/Tahun 2008 Ten tang Pedoman Jadwal Kampanyc 

Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Pcn\akilan 

RakyaL Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan 

Pemakilan Rakyat Dacrah Sebagaimana Diubah Dcngan 

Kcputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/SK/KPU/Tahun 

2008: dan lain-lain. 

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2008 dilaksanakan dengan sistem 

proporsional dengan daftar calon terbuka murni di mana sistim nomor urut 

digantikan sistem suara terbanyak dengan harapan agar lebih menjamin 

terciptanya sistem kompetisi yang sehat, partisipatif, serta terpilihnya anggota 

legislatif yang mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi. 
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Dari beberapa Partai Politik peserta pemilu Tahun 2008, di Kota Tual 

hanya ada beberapa Partai Politik yang berhasil meraih suara dengan jumlah yang 

signifikan untuk mendudukkan eaton anggota legislaifnya di DPRD. Basil 

pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Tual divisualisasikan pada 

Tabel 4.1. sebagai berikut ini : 

No. 

1. 

Tabcl 4.1. Data Partai Politik Pada Pcmilu Legislatif 
yang Mcmpcrolch Kursi di DPRD Kota Tual 

Pcriodc Tahun 2009-2014 

---------- --,------ -----

Nama Partai Jumlah Kursi 

Golkar 4 
------t---

------------------ t- --------- --~ 
PKS 

Demokrat 
---+--------------------- --------

Pclopr 
----j---------------· -------

PBR 

PAN 
-----+----------------------

Pl'\BK 

I J 

I 

' --~------- ~-----------1 

J ! 

---~~-

-------·- --L-------------i' 
I ] [ 

-------1 --------

------------------r----------

10. PKPI -+-! 
f--:-~-:--+----------:-~~-):----~~~~-------~~~~· .· I ·-------

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tual. 2012. 

Sementara itu bahwa dalam kenyataannya panitia anggaran mempunya1 

tugas mengadakan pembahasan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang 

meliputi: 
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a) memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam 

mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD, 

Rancangan Pcrubahan APBD dan Perhitungan APBD ; 

b) pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja daerah ; 

c) pembahasan rancangan peraturan daerah ten tang Perubahan Anggaran 

Pcndapatan dan Bclanja Daerah : 

d) pemhahasan rancangan tcntang Perhitungan Anggaran Pcndapatan dan 

Belanja Dacrah dan : 

e) mcmherikan saran a tau pcndapat kepada DPRD mcngenai Nota 

Keuangan. Rancangan APBD. Rancangan Perubahan dan Perhitungan 

APBD yang telah disampaikan oleh Walikota. 

Susunan panitia anggaran DPRD Kota Tual disebutkan dalam Keputusan 

DPRD Nomor 32/DPRD/Xll/2009. tentang Penetapan Susunan Panitia dan 

Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Tual Masa Keanggotaan 2009-20 1-+. 

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD. seperti pada 

Tabel 4.2. berikut : 
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Tabel 4.2. Susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Tual 

No. Nama Jabatan dalam Panitia Anggaran 

1. R.M. Waremra, S.AP Ketua/ Anggota 

2. Eva, Fr. Balubun, S.Pt. Wakil Ketua/Pemimpin Paripurna 

3. Hasan Raniuryaan, ST Waki I Ketua/ Anggota 
~--~-------~----~---~-------------~ 

1 f------+---~-------~--------+-~----------------1 

5. [ Abas A Hanubun. S.Sos I 

6. [ Lukman Halim. ST --- ---~+----------------1 
J -~L~---7.- -~fu~1y Reubun. S.AP 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota I 
I 

Anggota ! 

I 
Anggota i 

I 

Anggota I 

I 

4. Fadila Raha\varin. S.Pi 

I 
-----~------ ---,---- ____________ _____, 

8. i /\beth TetlaQcnv 1 

I ~ • ! 

~--~---t----~--- ----- -------------------------------1 

r----~--IIasim Rahayaan. SII ___ -~--~ ___________ _ 

10. I Melkiscdek Rum the. ST : 
I I 

c__ ___ _t___ --~- -----~--L~--~- ~---------_j 

Sumbcr : Sekrctariat DPRD Kota Tual. 2012. 

Oe\\an Pcmakilan Rakyat Dacrah (IWRD) Kota Tual saat ini merupakan 

basil pcmilihan umum tahun 2009 yang mcrupakan basil pcmilihan langsung. 

Jumlah anggota DPRD Kota Tual scbanyak 20 (dua puluh) orang yang mcrupakan 

wakil dari 4 (cmpat) fi·aksi. yaitu Fraksi Partai Golkar. Fraksi Dcmokrasi 

Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Partai Islam. Sekalipun porsinya masih relatif 

kccil hal ini dapat menccrminkan kcterwakilan seluruh permasalahan dalam 

kegiatan bangsa dan negara. Sedangkan berdasarkan Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Nomor : 21/DPRD/Xl/ 2009 tanggal 29 

Nopember 2009 tentang Penetapan kembali susunan pimpinan dan anggota 

Komisi serta Pengelompokan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Tual, maka komposisi anggota DPRD Kota Tual menurut komisi dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini : 
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Tabcl4.3. Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Komisi Kota Tual 
Periode 2009 -2014 

No. Nama Kedudukan 

1. R.M. Waremra, S.AP Koordinator C 

2. Eva, Fr. Balubun, S.Pt. Koordinator B 
., 

Koordinator A .). 
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' I Hasan Raniuryaan, ST 
I 

Anggota Knmisi Bj ~j Fadila Rahawarin, S~-
I 

~--s.-rl3usuri Ramvarin 
·---~ --

Anggota Komisi C j 

I 

6. 1 A.H. Zen Rumlcs, SH Sckrctaris Komisi A I i 
I I I 
~-----~---------· -·----------------1-
i 7. i Moksen Rcngur i Anggota Komisi B 1 

r ___ ; _________ ------ --\-------------·· ---j 
l_~_LAbas A Hanubun. S.Sos I Anggota Komisi A : 

l ~__j Abdulrahim Lctsoin. S.Sos i Anggota Komisi-~----~ 
I 10. [ Lukman I Ialim. ST Anggota Komisi C 
l __ ] ___________________ +-------------~ 

11. [ Jismy Reubun. S.AP t_ Kctua Komisi B ! 

--12~-]-J\l~th-;i~tGg~;1)-. ---------------~--=~~gota Komisi i\ -~ 

~ 13. I Paulus Rahayaan, SI-1 ___ I_ Kct~~t K~1~is_i_;_\-----i 

: 14. i Lukman Matutu. SI I 1 Ketua Komisi C 
i I ,-----1---···---
l_ 15. 1 Arsyad Nuhuyai~~-----·---L Anggota Komisi C 

i 16. 1 Ladaka Rahantan, S.Ip \ Anggota Komisi !\ 
l ---"-'--

1

1 ___ 1_7. I Hasim Rahayam~~-SH ----·------- T. Anggota Komisi C 
-·--t----------~-------~---1c----------------' 

18. i S. Karmomyanan, S.Sos Anggota Komisi C 

k_ 1 Co).. Melkisedek Rumthe, ST Anggota Komisi c __ _, 
l_..: Zulkif1i Sun Anggota Komisi B 

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tual, 2012. 

Sebagai penyelenggara pcmerintahan daerah, DPRD memiliki kedudukan 

yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan 

Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara memiliki makna bahwa antara DPRD 

dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti 

tidak saling membawahi atau satu bertanggung jawab pada yang lain. Kedudukan 
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kelembagaan DPRD seperti ini merupakan peluang dan tantangan bagi para 

anggotanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Dalam 

konteks ini anggota DPRD harus mampu mengimplementasikan tanggungjawab 

kelembagaan DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat di daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pcmbangunan daerah ke arab pcningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang merupakan suhstansi pokok tujuan otonomi daerah. 

Begitu hesarnya tugas dan tanggung jawah yang diemban para wakil 

rakyat eli lcmbaga JegisJatif tcntunya pcrlu didukung oJeh kualitas sumher daya 

manusia para anggota JcgisJatiL Tingkat kuaJitas sumher daya manusia antara lain 

dapat dinjau dari scgi Jatar bclakang pcndidikan yang dimiJiki. Ditinjau dari scgi 

Jatar hcJakang tingkat pcndidikan. sumhcr daya manusia para anggota DPRD Kota 

TuaJ didominasi olch anggota yang mcmiJiki tingkat pcndidikan S 1. 

2. Pclaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Lcgislasi, Pcngawasan dan 
Anggaran 

a. Kincrja Kclcmbagaan DPRD Kota Tual 

Pada bah pendahuJuan tcJah dikcmukakan bahwa fokus permasalahan 

penelitian ini adaJah hagaimana kincrja keJembagaan DPRD Kota Tual. DPRD 

sebagai wakil rakyat dituntut untuk sclalu berkomunikasi dengan rakyat yang 

diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena 

itu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah 

sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dapat dirumuskan ke 

16/42074.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



64 

dalam 4 ketagori, antara lain fungsi perwakilan, fungsi legislasi, fungsi 

pengawasan dan fungsi anggaran. 

Dengan menggunakan antara lain metodc pengamatan lapangan terhadap 

kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual ditinjau dari scgi fungsi-fungsi yang 

diemban instansi dan anggota lcgislatif dengan indikator masing-masing fungsi 

tersebut yang meliputi : 

1) Fungsi Legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif. 

pelaksanaan penctapan Pcraturan Dacrah dan pdaksanaan penctapan 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah : 

2) Fungsi Anggaran diukur dcngan mcnggunakan indikator-indikator 

pelaksanaan hak pcngajuan usul perubahan anggaran. rcsponsi\·itas anggota 

Dewan terhadap kebutuhan dacrah dan konuisi masyarakat dikaitkan dengan 

anggaran dan kcuangan daerah : dan 

3) Fungsi Pcngawasan diukur denoan b mcnggunakan indikator-indikator 

pelaksanaan pengawasan tcrhadap pclaksanaan pcraturan-pcraturan daerah 

dan peraturan perundang-undangan lainnya dan pclaksanaan pengawasan 

tcrhadap APBD. 

Berikut ini, hasil petikan wawancara dengan para informan penelitian 

terkait dengan fungsi lembaga DPRD Kota Tual dcngan berbagai indikatornya. 

1) Fungsi Legislasi 

Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, 

maka fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah di bidang legislatif. 

Kebcradaan DPRD tidak dapat dilepaskan dari konsep ''Trias Politica" yang 
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ditawarkan oleh Montesquei (Thaib, 2001 ; 44), dengan memisahkan kekuasaan 

ke dalam tiga bidang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lebih 

lanjut, konsep Trias Politica menghendaki terciptanya suasana "Check and 

balances" karena masing-masing organ kekuasaan dapat saling mengawasi, saling 

menguji. sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui batas 

kekuasaan yang telah ditcntukan. atau dengan kata lain tcrdapat perimbangan 

kckuasaan antar lcmhaga-lcmbaga terscbut. 

Dalam kontcks DPRD sehagai lembaga lcgislatif, fungsi pembuatan 

pcraturan daerah mcrupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini. DPRD dapat 

mcnunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik sccara material maupun 

fungsional. Disamping itu, kadar peraturan dacrah yang dihasilkan oleh DPRD 

dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam mclaksanakan fungsinya. 

mcngingat pemhuatan suatu peraturan dacrah yang haik harus dipenuhi bcberapa 

persyaratan tertcntu. scbagaimana dikemukakan oleh Soejito ( 1983, 22): 

a. Balm·a peraturan daerah harus ditctapkan oleh Kepala daerah dengan 
persctujuan DPRD yang bcrsangkutan. 

b. Pcraturan daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Mcnteri 
Dalam Negeri. 

c. Peraturan dacrah harus ditandatangani oleh Kepala Daerah serta 
ditandatangani oleh Ketua DPRD yang bersangkutan. 

d. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh 
diundangkan scbelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka 
waktu yang ditentukan oleh pengesahannya berakhir. 

e. Peraturan daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat 
setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. 

Mcmperhatikan pendapat diatas, suatu peraturan daerah dapat dikatakan 

baik apabila telah memenuhi berbagai syarat tersebut, sehingga terlaksananya 

fungsi ini dengan baik akan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman anggota 
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legislatif terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah, 

proses pembuatan kebijakan serta pengawasan atas kebijakan yang dihasilkan. 

Fungsi legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatit: 

pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Paling tidak fungsi lcgislasi yang dilakukan oleh 

DPRD Kota Tual dalam kurun \\aktu tahun 2008-2011 terlihat pada produk Perda 

yang dihasilkan sebagaimana pada lampiran. 

Bcrkcnaan dcngan pelaksanaan hak inisiatif DPRD, Pimpinan (Ketua) 

DPRD Kota Tual (wawancara 26 Januari 2013) antara lain mcngemukakan : 

·· .. .. 1\1emang ada aturun yang mengutur tenrang target pen/a yang horus 

dike!uarkan, JW/1111/1 .1eluma ini 11.1111on inisiati(perda itu datungnya dari 

ek.1ekutij, itu pun sangat sedikit Da!am program !egis!asi daerah 

(Prolegda), target per rahzm <) Perdu yung hendak dicapai oleh DPRD 

Kota Tua! ··. 

Namun dcmikian kenyataannya, halma usulan inisiatif dari DPRD tidak 

ada. Selama ini sudah pernah acb perda inisiatif Dc\\·an scperti tcntang Raperda 

Kemiskinan Inisiatif Dev .. ·an, sudah ada 6 pcrda. Olch karcna itu. mcskipun usul 

inisatifnya adalah tetap mcngcdepankan implementasinya oleh eksekutif. 

Data wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif 

pengajuan Raperda di DPRD Kota Tual masih jauh dari harapan. Usulan Raperda 

selama ini selalu berdasarkan atas usul eksekutif. ltupun dirasakan masih kurang. 

Ada kecenderungan dari pihak legislatif untuk selalu berharap dan menunggu 

usullinisiatif Raperda dari pihak eksekutif dengan alasan bahwa pihak eksekutif 

memiliki personel yang menunjang, memiliki informasi dan fasilitas yang 

mendukung, memahami persoalan dan sebagainya dibandingkan dengan pihak 
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legislatif. Kebiasaan dan cara bcrfikir seperti ini membuat para anggota legislatif 

menjadi semakin tidak kreatif dan tidak inovatif dalam mengemban tugasnya. 

Di sisi lain ada kecenderungan pihak eksekutif yang bersikap apatis dan 

cnggan untuk menyusun dan mengajukan usul/inisiatif Raperda karena ragu dan 

pesimis tak akan memperoleh dukungan dari pihak legislatif bahkan mungkin 

akan ditolak. Jika hal yang demikian ini terjadi tcntu sia-sia jerih payah pihak 

cksekutif dalam mcnyiapkan Raperda. Kcnyataan lainnya yang ditcmukan di 

lapangan ialah adanya perda-perda yang gaga] dalam implementasi. Hal seperti 

ini bisa saja disehabkan oleh penyusunan Rapcrda yang tidak scsuai dcngan 

kcbutuhan masyarakat tctapi hanya bcrdasarkan keinginan-kcinginan pihak-pihak 

tcrtcntu. Lebih fatal lagi jika pcnyusunan pcrda hanya sckcdar mcnghabiskan 

anggaran yang dikcluarkan untuk kcgiatan tcrscbut. 

Dari uraian-uraian di atas dapat dikcmukakan balnva ditinjau dari scg1 

pclaksanaan hak inisiatiL pelaksanaan fungsi Lcgislasi DPRD Kota Tual masih 

tcrgolong rcndah. Lebih dari itu bahwa terkait dcngan pelaksanaan pcnetapan 

peraturan daerah, Kctua DPRD Kota Tual (wawancara 26 Descmher 2012) antara 

lain mengemukakan : 

.. . . . .. da!am mengeluarkan perda, kami sangat berhati-hati dalam 

menge!uarkannya, artinya dalam mengeluarkan perda ini kira tidak hanya 

melihat jumlah/kuantitasnya saja, tetapi selalu mempertimbangkan 

produktivitas dari perda tersebut, dalam prakteknya kita sebelumnya 

mengkaji dulu perda-perda yang lama, selanjutnya membahasnya melalui 

komisi-komisi yang ada, seperti komisi 3, dan 4. Paling tidak, usaha 

yang dilakukan melalui koordinasi dengan eksekutif, sehingga paling 

banyak perda perda yang dikeluarkan merupakan produk at au permintaan 

dari pihak eksekutif. Namun ada juga perda yang merupakan inisiatif dari 

DPRD sendiri, dan selama ini perda yang dikeluarkan memang sesuai 

peruntukkannya bagi masyarakat walaupun terdapat kendala yang 

dihadapi ". 
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Dari pernyataan informan di atas nampak bahwa pelaksanaan penetapan 

peraturan daerah di DPRD Kota Tual tclah tersclenggara dengan baik. Dalam 

penetapan Raperda menjadi Perda, pihak legislatif semakin hati-hati dalam 

penetapan perda. Pembahasan Raperda dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat 

komisi sesuai bidangnya. didasarkan pada aspirasi kcbutuhan masyarakat dan 

tidak hanya berdasarkan keinginan-kcinginan orang per orang saja. Bcrdasarkan 

uraian di atas dapat dikcmukakan bahwa ditinjau dari scgi pcnctapan peraturan 

daerah, pelaksanaan fungsi Lcgislasi DPRD K.ota Tual tcrgolong baik. 

Sclanjutnya terkait dengan pclaksanaan pcnctapan /\nggaran Pendapatan 

dan Bclanja Dacrah di lembaga ini. \Vakil K.ctua DPRD Kota Tual (\vawancara 5 

Dcsember 2012) antara lain mengcmukakan: 

·· .... Proses percncwwan dun pcnyu,l//W/1 APBD. nzcngacu pada PP 

Nomor 58 Tahun 2005 rcnrong Pcngc!o!aun 1\czwngan Dacrah. yakni 

scbagai hcrikur (o) fJcm·usunwz rcncww kcrja pcmerinralz dacrah: (h) 

penyusunan rancangan kchijukun 1111111111 anggaran, (c) pcnetapan 

priori/as dan phJjon unggurwz scmcnruru: (ci) pcnyuswwn rcncww kerja 

dan anggaran SKJ>D. (e) pcm·usz11zmz runcungan perda AJ>BD, dan (6) 

penerapan A P B!J Da!wn pemha/wswz A P BD. anfara cksckutif dan 

legislatif, legislatif hisa mcnolak arau mencrinza terhodop usulon 

eksekutif"'. 

Eksekutif dalam mengusulkan APBD diawali dengan Musrembang, dari 

desa sampai ke tingkat kabupaten/kota. Legislatif dalam melihat usulan 

masyarakat, mempergunakan waktu rcscs dan penjaringan aspirasi masyarakat, 

untuk mengetahui aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Usulan Ranperda 

dari eksekutif dibahas dalam badan anggaran, bisa saja usulan eksekutif bisa 

diubah atau ditambah dan atau bisa juga ditolak. Dari Pernyataan in forman di atas 

nampak bahwa penetapan RAPBD menjadi APBD di DPRD Kota Tual diawali 
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dengan pembahasan yang senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan 

aspirasi masyarakat baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Maka sudah 

sewajarnya jika porsi penganggaran APBD Kota Tual tahun 2012 menduduki 

peringkat terbaik nasional. Setiap tahun anggaran, APBD Kota Tual tetap 

memberikan porst anggaran dan kegiatan yang besar untuk kepentingan 

masyarakat. Dari total be1anja daerah Kota Tual tahun 2012 sebesar 

Rp.335.075 .559.969.- vano terdiri 
- b 

dari Pendapatan J\.s1i Daerah sebesar 

Rp.4.430.541.000.- · sedangkan dana perimbangan adalah sebesar 

Rp. 313....1-06.0 16.354,- dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 17.239.002.0 15,-. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikemukakan balnva pelaksanaan 

pcnetapan APBD di Kota Tual tergolong baik dan tentunya hal ini tidak kpas dari 

pcran dan tanggung jawab DPRD Kota Tual yang turut mcmhahas dan mcnyetujui 

RAPBD Kota Tual menjadi APBD. Dengan dcmikian dapat dikemukakan bah\\ a 

ditinjau dari segi pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual pelaksanaan fungsi 

legislasi DPRD Kota Tual tergolong baik. 

2) Fungsi Anggaran 

Dalam konteks fungsi anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah 

ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kcdudukan yang kuat 

diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggung jawab yang besar 

terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan 

bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh 

pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecua1i melakukan 

perubahan-perubahan. Dengan demikian, da1am hal menetapkan pajak maupun 
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APBD, kedudukan DPRD lebih kuat daripada pemerintah. Hal ini menunjukkan 

besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan Fungsi 

Anggaran diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak 

pcngaJuan usul perubahan anggaran, responsivitas anggota Dewan terhadap 

kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan 

keuangan daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan 

anggaran. Kctua DPRD Kota Tual (wm\ancara 27 Juni 20 II) antara lain 

menyatakan : 

..... . Pada da.wrnya an/ora eksekutifdan legisloti\'C merupakan mirra kerja 

yang sejajar, nwn1m terkadang ini dijadikan payung bagi para eksekuti/ 

dalam merealisasikan unggaran. Pemalwmanya bahwa kita sejajar bukan 

herurti menglwhiskw1 unggarw1 1111111k hal-hal yang tidak sesuui dengm1 

kchutuhw1 (dasar ke;Jentingan). Rara rata eksckutif sudah sclcsai 

menyisilzkan unggurmz. di kita karcnu hanyoknyo aspirasi yang masuk. 

dan dinegosiusill'iml·in solution agar usu!wz dari eksckuti/ hi.1o 

diakomodir u.w!an wpira.1i kita juga diakomodir. Rata-rata .faring 

osmara yang herhusi! rutu-rata yang herlwsi! 20% yang temkomodir, kita 

juga memalzami yang !ehilz mengerahui reknis adalah mcreka, itu yang 

dilakukan dalam pusct! RAJ>HJ)" 

Pada saat pembahasan anggaran, aspirasi sangat dibutuhkan sehingga pada 

saat dibahas tidak scmua usul cksekuti f diterima. Pada waktu rescs dilakukan 

penjaringan aspirasi masyarakat kemudian dikumpulkan dan didokumentir mulai 

pembahasan PPS sampai pada program kegiatan, contoh pekerjaan yang 

anggarannya Rp. 1.000.000.000,-, kegiatan disetujui tetapi anggarannya 

dikurangi. Contoh lain pembuatan jalan karena menurut aspirasi lokasinya 

dipindahkan. Pembahasan anggaran kadang sampai berminggu-minggu. 

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak 

pengajuan usul perubahan anggaran DPRD Kota Tual terindikasi cukup, 
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meskipun rata-rata keberhasilan pihak ekskutif dalam memperjuangkan asp1ras1 

masyarakat baru mencapai 20 persen. Dominasi oleh pihak eksekutif dalam 

penganggaran nampaknya dipahami oleh pihak legislatif, karena kemampuan 

lebih yang dimiliki pihak eksekutif di bidang teknis. Akan tetapi, idealnya 

kondisi seperti ini harus disikapi oleh pihak legislatif dengan upaya positif 

mengimbangi kompetcnsi cksekutif mclalui pcningkatan kualitas sumbcr daya 

manus1a. Kurangnya kompetcnsi SDM para anggota legislatif tcntunya akan 

mcmpengaruhi cfektivitas pclaksanaan tugas dan fungsinya schagai wakil rakyat. 

Dominasi pihak cksekutif dalam scgala urusan pcmerintahan su\it untuk 

dihindari. Maka dcngan sendirinya kesejajaran antara legislatif dan eksekutif 

semakin sulit diwujudkan. Dari pemaparan di atas dapat dikcmukakan halma 

ditinjau dari scgi pc\aksanaan hak pcngajuan usul pcrubahan anggaran. 

pc\aksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Tual tcrgolong cukup haik. 

Tcrkait dcngan tingkat responsivitas anggota Dewan tcrhadap kcbutuhan 

daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan kcuangan dacrah. 

Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kota Tual (wawancara 27 Nopember 2012) 

antara lain menyatakan : 

·' ... .. menurut saya /embaga ini belum sepenuhnya dikatakan sebagai 

lembaga yang aspiratil Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya 

w.pirasi nw5yarakat yang (bukan tidak) tapi he/um ditindak /anjuti. Salah 

satu cara yang biasa kita tempuh ada/ah melalui penggunaan skala 

prioritas, artinya mana aspirasi yang harus segera kita tindak lanjuti dan 

mana yang harus kita tunda untuk dijadwalkan di tahun-tahun berikutnya. 

Kenda/a utama dengan cara ini adalah penetapan mana yang menjadi 

skala prioritas tersebut, ketika ada aspirasi yang belum ditindak lanjuti 

dan nanti ditindaklanjuti tahun depan akan berhenturan dengan aspirasi 

yang datang pada tahzm tersebut, sehingga ini menjadi sulit zmtuk 

menentukan skala prioritas /agi untuk tahun tersebut, apakah yang 

diaspirasikan pada tahun sehelumnya atau yang baru di tahurz ini (hal ini 
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menyebabkan dewan di mala masyarakat, gubernur, bupati, dianggap 

melakukan kebohongan publik) ". 

Salah satu jalan yang baik dalam analisis ini adalah dengan menggunakan 

sistem antri bagi aspirasi ini, sehingga memudahkan dalam hal penetapan aspirasi 

mana yang harus dan scgera di tindak lanjuti. Pernyataan informan di atas 

menunjukkan bahwa tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan 

daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah 

cukup baik. Adanya aspirasi masyarakat yang helum terakomodir dalam satu 

tahun anggaran schetulnya tidak terkait dcngan aspiratif tidaknya lembaga 

lcgislatif ini, melainkan semata-mata dischabkan adanya keterbatasan dana yang 

tcrscdia. Adanya riak-riak di masyarakat berkenaan dengan APBD Kota Tual 

diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi tentang APBD, akibatnya masyarakat 

kurang memahami setiap kebijakan yang diamhil baik oleh pihak cksekutif 

maupun legislatif termasuk APBD. Hal seperti ini akan berimbas buruk bagi 

upaya pcningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari 

tingkat rcsponsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi 

masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah, pelaksanaan fungsi 

anggaran di DPRD Kota Tual tergolong baik. 

3) Fungsi Pengawasan 

Pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat 

penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan 

pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan 

mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau 
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membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi 

pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat 

penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai 

refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 

lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, scbagai hakekat demokrasi 

Pancasila. 

Fungsi Pengawasan diukur dcngan mcnggunakan indikator pelaksanaan 

pcngawasan terhadap pelaksanaan bcrbagai pcraturan daerah serta peraturan 

perundang-undangan lainnya scrta dan pclaksanaan pcngawasan terhadap APBD. 

Berkenaan dcngan pelaksanaan pengawasan tcrhadap pclaksanaan peraturan-

peraturan daerah. Pimpinan Komisi Ekonomi DPRD Kota Tual (wawancara 29 

Nopember 20 12) an tara lain mengcmubkan : 

·· Dahan hal pe!aksanaan pengmntsw1 perda, ada perdu tertentu yang ada 

kaitannya dengan SKPD tertentu, pengmmsan itu melekat pada fimgsi 

fungsi komisi, karena di komisi Ielah dihugi mitra sesuai tatib kita. 

misalnya komisi ekonomi, fimgsi ke/embugamz dari lembaga ini utamanya 

da!am fimgsi legislasi. Sebagian hesar perda yang ada tidak berjalan 

sebagaimana mestinya di tingkat eksekutif lnijuga sangat terkait dengan 

tidak adanya tindakan-tindakan terhadap setiap pelanggaran itn 

Sehingganya sasaran ke:wlahan itu tertuju kepada DP RD sebagai 

lembaga yang menerbitkan PERDA tadi. Terkadang juga perda yang ada 

peruntukannya bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat ". 

Pemyataan informan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan 

terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta peraturan-peraturan 

lainnya oleh pihak DPRD Kota Tual telah diselenggarakan dengan baik. 

Pelaksanaan pengawasan olch DPRD Kota Tual dilaksanakan oleh alat 

kelengkapan dewan yakni melalui komisi-komisi yang relevan dengan PERDA 

yang diawasi serta SKPD terkait. Meskipun telah dilaksanakan fungsi pengawasan 
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oleh pihak legislatif. ternyata sebagian besar perda-perda yang ada belum 

terimplementasi secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh sebagian besar 

perda yang ada penyusunannya tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, oleh 

karenanya mengalami hambatan dalam pelaksanannya. 

Faktor lain dalam hal ini adalah tidak adanya mekanisme reward and 

punishment dalam penyelcnggaraan per(la. akibatnya motivasi pihak SKPD terkait 

dalam pcnydenggaraan pcrda tersebut dirasakan sangat minim. Dari uraian di 

atas dapat dikcmukakan bahwa pclaksanaan fungsi pengawasan peraturan daerah 

olch DPRD Kota Tual sudah tcrgolong baik. Dengan demikian, ditinjau dari segi 

pclaksanaan fungsi pcngawasan pcraturan dacrah. pelaksanaan fungsi pengawasan 

olch DPRD Kota Tual sudah tergolong baik. 

Pada sisi lain bahwa dcngan pelaksanaan pcngav-.·asan terhadap APBD. 

Pimpinan haksi Dcmokrasi Kcbangsaan Indonesia Abet Tetlageni DPRD Kota 

Tual (wa\Yancara 29 Nopember 2012) antara lain mengemukakan: 

·· ..... larger yang relah ditetajJkan adalah dihahas terkait dengan 

kepentingan masyarokat juga seperti target DPRD harus melakukan rese.1 

dan pengmt·a . .,·an untuk turun langsung di lapangan melihat kndisi ril_vang 

ada. Pengawasan anggaran biasanya tergantung di lapangan atau pada 

saat pemhahasan anggaran. Sudah sulit mengadakan pengawasan 

apa/agi ada kebijakan PerGuh, sebenarnya harus ada campur tangan 

atau ket:jasama antara pihak eksekutif dan legislatif kadang PerGub 

sedikit tidak seszwi dengan perda yang ada". 

Pernyataan informan di atas mengindikasikan begitu sulitnya pelaksanaan 

pengawasan APBD oleh pihak DPRD Kota Tual. Secara struktural organisatoris, 

SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tual sebagai implementator APBD 

dalam pelaksanaan tugasnya harus mengacu kepada PerWali sebagai juknis dan 

sekaligus merupakan perintah dari pimpinan dalam hal ini Walikota. Dalam 
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pelaksanaan tugasnya SKPD-SKDP hanya bertanggung jawab kepada 

pimpinannya (melalui Sekda) dan bukan kepada DPRD. Di samping itu, berbeda 

dengan kedua fungsi DPRD lainnya yakni legislasi dan anggaran, sedikit aturan­

aturan yang mengatur pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak DPRD. Hal ini 

telah menyebabkan sulitya bagi pihak DPRD untuk melaksanakan fungsi 

pengawasan yang diembannya. semcntara harapan rakyat terhadap DPRD sebagai 

lembaga representasi rakyat untuk mengawasi jalannya pcmbangunan yang 

diselenggarakan olch pihak eksekutif sangat besar. 

Berdasarkan analisis di atas dapatlah dipahami bahwa pelaksanaan 

pengawasan APBD olch pihak DPRD Kota Tual masih kurang optimal. Dcngan 

demikian, ditinjau dari pclaksanaan pcngawasan APBD, pelaksanaan fungsi 

pengawasan olch pihak DPRD Kota Tualmasih kurang optimal. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kincrja DPRD Kota Tual 

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik mcrupakan cermin dari 

kadar terlaksananya kehidupan bcrnegara yang demokrasi, sehingga kajian 

terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi 

sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh 

lembaga legislatif daerah eli era otonomi saat ini sangat besar. Johson dan Levin 

(ibid) menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja seseorang, yaitu : 
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a. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, 

keinginan atau motivasinya, umur, Jems kelamin, pcndidikan. 

pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal 

lainnya. 

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kcbijaksanaan organisas1, Jenis 

latihan dan pengawasan, sistcm upah dan lingkungan sosial. 

Mclcmahnya pcran lembaga legislatif daerah sebagaimana mcstinya scsuai 

dengan harapan masyarakaC disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama. Kedua L1ktor 

penyebab itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Fried ( 1966) mengajukan 

1 0 faktor yang menghambat bcrfungsinya lembaga politik. termasuk didalamnya 

lembaga kgislatif daerah (DPRD). Faktor-faktor tcrsebut meliputi : informasi. 

keahlian. social power, popularitas. legitimasi. kcpemimpinan. kekerasan 

( \ iolencc ). pcraturan (rules). economic power. man po\\er dan jabatan ( ofticc ). 

Scdangkan Curtis ( 1978) mengidcntifkasi bcherapa sum her kelcmahan 

hadan legislati[ yang mcliputi kckurangan fasilitas kerja, kekurangan sarana 

penelitian dan kepustakaan, kekurangan tenaga sekrctariat dan kurangnya 

spesialisasi komisi-komisi yang ada di lembaga tersebut. 

Sementara itu, Imawan (1993, 79) mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

dapat menghambat anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya kedalam 2 

( dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : 

a. Peraturan Tata Tertib 

Tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang 

dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan efisien. Namun, bila peraturan itu 

terlalu detail, hal ini dapat menghambat pelaksanaan satu tugas. Peraturan tata 
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tertib yang terlalu detail inilah yang menjcrat para anggota legislatif untuk 

melaksanakan tugasnya. 

b. Data dan Informasi 

Hal yang paling menonjol dalam topik ini adalah terlambatnya anggota 

legislatif dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dibandingkan 

pihak eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi. scbab pihak eksekutii1ah yang 

bergelut dcngan masalah pemerintahan sehari-hari. Selain itu. untuk memutuskan 

satu tindakan I kebijakan yang sii~1tnya kolektif organisasi, jauh lebih sulit 

dibandingkan pada pihak eksekutiL mengingat banyaknya kepcntingan yang ada 

dalam lcmbaga legislatif schingga pcrlu adanya bargaining para anggota/ 

kclompok. 

c. Kualitas Anggota Lcgislatif 

Secm·a formal. kualitas tcknis anggota lcgislatif mengalami pcningkatan. 

akan tetapi hal ini tidak bcrimplikasi secara signifikan terhadap pcningkatan 

kinerja anggota legislati r. Pcrsoalannya terpulang pad a tekad dan mental anggota 

legislatif untuk benar-bcnar mewakili rakyat, fenomcna sekarang ini bahwa 

karena mereka dicalonkan oleh partai banyak anggota legislatif yang tidak 

memiliki akar dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan banyaknya anggota 

legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang berfikir bahwa mereka 

harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya. 

Sedangkan yang termasuk dalam kategori faktor eksternal, adalah : 

a. Mekanisme Sistem Pemilu 

Sistem pemilu yang kita anut, sebenarnya sudah sangat memadai untuk 

mendapatkan wakil rakyat yang represcntatif, namun mekanisme pelaksanaan 
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sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak 

memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan vote getter yang 

dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang 

sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. 

b. Kejumbuhan Kcdudukan Eksekutif dan Legislatif. 

Dalam sistem pemerintahan Indonesia. lembaga legislatif ditempatkan 

sebagai partner eksckutif. Partner dalam kontcks ini lebih bersifat kooptasi. 

dimana satu pihak (eksekutii) kedudukannya jauh lebih kuat dari pihak yang lain 

(lcgislati f) sehingga kondisi ini san gat berpcngaruh tcrhadap pelaksanaan tugas 

dan fungsi masing-masing institusi/lcmbaga. 

Pcrmasalahan ketiga yang mcnjadi fokus pcnelitian ini adalah faktor­

faktor yang mempcngaruhi kinc1ja DPRD Kota Tual dalam era otonomi dacrah. 

Dari basil pl'ngamatan lapangan yang tclah dilakukan. ditemukan bebcrapa faktor 

yang menycbabkan kurang optimalnya kinerja DPRD Kota Tual dalam 

melaksanakan fungsi yang diembannya. faktor-faktor terscbut akan dipaparkan 

berikut ini : 

1) Kualitas SDM 

Kinerja suatu organisasi sangat erat kaitannya dcngan kualitas SDM yang 

dimiliki. Meskipun SDM para anggota DPRD Kota Tual didominasi oleh anggota 

dengan tingkat pendidikan S 1 (sarjana), akan tetapi anggota dengan tingkat 

pendidikan setara SL T A jumlahnya masih cukup signifikan yakni 33,33 persen 

dari jumlah anggota yang ada. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi melalui 

program peningkatan anggota legislatif misalnya melalui pelatihan-pelatihan 

16/42074.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



79 

khusus, pengangkatan staf ahli yang benar-benar memiliki kompetensi yang 

berkualitas dan benar-benar dibutuhkan keahliannya. 

Sehubungan dengan permasalahan ini. salah seorang Ketua Fraksi pada 

DPRD Kota Tual antara lain mengcmukakan: 

'· ..... . salah satu sebahnya lemahnya pelaksanaan fimgsi pengawasan. 

yaitu rendalmya kenwmpuan dan kapasitas anggota dewan yang datang 

dari berhagai macam ringkar pendidikan Seharusnya untuk menyikapi 

kendala terselmr. perlu wlanya program hagi anggota dnmn zmruk 

mengikuri pelarilwn dun jJ<'ndidikan lagi sesuai dengan bidang komisi 

masing-masing l"ujzwnnra untuk IIICIIIJ7erdalam bidang masing-masing. 

Penguatan kapasiras anggoru deH·wz dengan ringkat pendidikan rara-rata 

serara dengan eksekurit. Harapan soya re1jadi pimpinan demm dan 

eksekutifmerencmwkwz arau memprogramkan nwsuknya anggora dewan 

horus dikeralzui person pa peson mengenai latar belakang pendidikan 

mereka. lzarus dimnari dan jcmgwz rerganrung pada ./i-aksi dan harzts 

meninggalkan \\·arna-\rarna JWrfai, l<:rmasuk penemparcm harus dililwr ". 

Bcrdasarkan gamharan hasiJ wa\\ancara tcrscbut. dapat diungkap balw.:a 

seharusnya ada pcrsyaratan dasar yang harus dijadikan scbagai standar partai 

dalam merckrut caJon lcgisJatifnya. tcrmasuk Jatar hclakang pcndidikan. 

Sehingga proscsnya harus sclcktiL harus ada lembaga yang khusus dan tidak 

tergantung partai tertentu dcngan suara terbanyak yang dicalonkan tanpa 

memperhatikan Jatar hclakang pendidikanya, harus ada badan seperti perguruan 

tinggi yang bisa membcrikan pcnilaian ataufit and propert test bagi anggota atau 

bakal caJon yang bisa mengimbangi eksekutif. 

Pernyataan informan di atas merupakan bukti pentingnya peningkatan 

kualitas SDM anggota DPRD Kota Tual, terutama mereka yang memiliki Jatar 

belakang pendidikan SL T A untuk melanjutkan ke S 1 (sarjana). Pada sisi lain 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual telah dikemukakan 

oleh Ketua Fraksi Golkar, bahwa: 
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" .. .. faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kota ini 

adalah berangkat dari sisi kualitas, pelayaan dari sekwan sebagai 

pengguna anggaran dari sisi administrasi dan seterusnya adalah 

bergantung pada komunikasi politik anggota yang ada dalam kaitannya 

dengan perjalanan pemerintahan". 

Berdasarkan gambaran hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa alat 

kelengkapan DPRD umumnya juga mcnjadi faktor penghambat dalam proses 

pcmbentukan kinerja DPRD yang lebih baik di Kota Tual. Hubugan kclembagaan 

anggota dan kmbaga legislatif menjadi acuan normatif untuk mcmbcntuk kincrja 

yang lcbih baik. 

2) Disiplin Anggota Dewan 

Masalah lainnya yang mcnonjol di lapangan ialah rendahnya tingkat 

disiplin anggota DPRD Kota Tual dalam pclaksanaan tugasnya. Dalam sctiap 

rapat yang dilaksanakan olch DPRD Kota TuaL rata-rata tingkat absensi anggota 

dewan mencapai bahkan lebih dari 15 pcrscn. Sehubungan dengan pcrmasalahan 

ini Sekwan DPRD Kota Tual antara lain mcngemukakan : 

·· ........ . disiplin anggota scmgat fluktuatif. terkadang haik (naik) tapijuga 

terkadang turun atau tidak baik. Skills dari a/at ke/engkapan dewan 

termasuk para staf sangat minim. sehingga target kadang tidak tercapai 

karena terhalang oleh kurangnya disip/in para anggota. Kzwlitas ada ... 

namun kurang optimal karena kurang disip/in Landasan kesadaran dari 

anggota untuk disiplin san gat kurang.. 

Data hasil wawancara di atas menunjukan masih rendahnya tingkat 

disiplin para anggota DPRD Kota Tual. Masalah disiplin adalah masalah internal 

individu yang bersangkutan, terlebih lagi jika menyangkut pribadi seorang 

anggota legislatif yang memiliki status sosial yang tinggi, dengan fasiltas negara 
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yang tersedia dan tidak kecil nilainya, maka sudah sepantasnya untuk membina 

kesadaran diri dan menunjukkan sikap prilaku yang patut diteladani. Bahwa 

untuk meningkatkan disilin diri, dibutuhkan kemauan dan komitmen yang kuat 

dari dalam diri scseorang. Lebih dari itu bahwa informan lain misalnya wakil 

ketua DPRD Kota Tual. Hasan Rengirfuryaan (wawancara, 15 Dcsember, 2012) 

telah menuturkan bahwa : 

·· .. .. diuntaw (aklor )'WlR memrengaruhi kinerja DPRD wlalah faklor 

internal dun ckslemal yang IIWIW dopa! dikemukakan yaitu faktor 

pengctahuan yang selama ini datang dari la!Ltr belakang partai yang 

herheda yangjuga dilatarhelakangi oleh disip/in ilmu yang hcrbeda. /l(t! 

ini menjadi/i.tktor penyehah utmna. Secara eksternal, fimgsi kelembagaan 

DPRD Kola Tual yang optimal ataupwz dukungan sekertariat yang masih 

tinggi yang daput mendorong se!uruh agenda dupat diselesaikcm dengan 

ceput dun henar" 

I Iasil \vawancara di atas mcnunjukkan balm·a permasalahan utama yang 

dihadapi · okh kekmbagaan De\\ an dalam mcningkatkan kinerja anggotanya 

adalah pcrsoalan pcngctahuan yang tidak seragam yang kemudian mcmbcrikan 

pcngaruh yang signifikan tcrhadap gcjala mcnurunnya angka partisipasi anggota 

yang optimal. Secara cksternal hal ini juga disebabkan oleh fungsi sckertariat 

yang belum optimal menyebabkan beberapa pelaksanaan fungsi yang akurat 

mcnjadi terhambat. 

Fenomena menurunnya kinerja kelcmbagaan dan keanggotaan DPRD Kota 

Tual patut dicatat sebagai adanya kesalahan penempatan sumber daya serta 

pemanfaatannya yang tidak optimal dan seterusnya tidak memberikan efek yang 

cukup signifikan untuk mencapai basil yang optimal. Di sisi lain, bahwa 

pengelolaan sumber daya manusia sangat bergantung pada perspektif pengelolaan 
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sumber daya itu sendiri di mana fungsi sekertariat di dewan menjadi sangat 

penting. 

3) Penerapan sistcm penghargaan dan sanksi (punishmant and reward) 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dan dikeluhkan pihak DPRD Kota 

Tual adalah belum adanya sistem punishme/11 and re\\'ard bagi SKPD-SKPD 

pcnyelcnggara Perda yang relevan dengan instansinya. Sehuhungan dengan hal 

tcrscbut. Ketua DPRD Kota Tualmcnyatakan hahwa : 

·· ... . Kunci utwna do/am kinerja adalah penerapan sistem punishmant and 

re1mrd, sekarang ini tidak jalan dengan haik. bahkan sebenarnya ini 

merupakan salah sa/u 1111.\"1/r dalam meH·ujudkan dedikasi seorang 

pimpinan dan anggota 0/elmya iru perlu menamhahkan pzmishmant and 

rcmml ini mcnjadi .wlah satu atumn hoik iru formal dalam artian 

dicantumkan kcdalam kode L'lik lemhagu. pemerintah, nwupun lcgalitas 

nonfhrmal ada pada fi"aksi dan parrai. .!ika ada hukum Jnmishman/ di 

lcmhaga ini, nwka perkirakan saya 80-90 persen se!uruh anggota dclt'an 

keno punishmant. i\fcnurur soya .. 1elama ini mwyarakat mclihat ha/n\'(/ 

kinerja lemhaga lcgis!atil'e ini lwnya dililwt dari satu sisi soja yaitu 

scherapa banyak produk pen/a yang terhitkan. Terkait dengan pency,a.<;an 

Saya tacli .. (lnfhrman. ketua DPRD. dupal mempcrtanggunjawabkan..) 

kuncinya adalah perlu pener,akan disijJlin bar,i ang~ota dewan terhadap 

aturan yang ada". 

Pernyataan informan di atas menunjukkan pentingnya pcnerapan sistem 

punishmant and reward bagi anggota DPRD Kota Tual. Sistem puishmant and 

reward akan memberikan manfaat peningkatan motivasi kerja bagi aparat, serta 

mampu meningkatkan disiplin diri bagi setiap anggota organisasi termasuk 

anggota dewan. Punishmant and reward juga sangat diperlukan bagi SKPD-

SKPD terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 
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Penempatan anggota dan sekertariat dewan yang lebih baik akan dapat 

menciptakan kondisi kclembagaan dewan yang optimal yang selanjutnya akan 

dapat menciptakan kondisi capaian kincrja yang lcbih baik. Sehingga kondisi 

seperti ini akan dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap berhasil 

tidaknya lembaga ini mencapai sasarannya lcbih baik lagi. 

Ketercapaian sasaran kinctja yang diharapkan pada tingkatan kelembagaan 

dewan akan dapat mcnciptakan sistcm yang lebih optimal dalam meningkatkan 

kualitas pdaksanaan tugas pokok dan fungsi dcwan, schingga dapat mencapai 

sasaran yang lchih haik. 

B. Pcmbahasan 

1. Kincrja Kclcmbagaan 

Analisis terhadap kinerja kclcmbagaan DPRD Kota Tual dalam penelitian 

ini. ditinjau dari scgi fungsi-fungsi yang diemban instansi dan anggota lcgislatif 

yakni: 

1. Fungsi Lcgislasi; 

2. Fungsi Anggaran; dan 

3. Fungsi Pengawasan. 

Fungsi lcgislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif, 

pelaksanaan pcnetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Basil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan hak inisiatif pengajuan Raperda di DPRD Kota Tual masih kurang. 

Usulan Raperda sclama ini selalu berdasarkan atas usul!inisiatif eksekutif. Itupun 

jumlahnya masih san gat kurang ( 12 pcrda). Kondisi ini menunjukkan bahwa 
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ditinjau dari segi pelaksanaan hak inisiatif. pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD 

Kota Tual masih tergolong rendah. Hal ini dijelaskan oleh Imawan ( 1993 : 79) 

mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat anggota legislatif dalam 

melaksanakan fungsinya yaitu faktor internal antara lain untuk mcmutuskan satu 

tindakanJkebijakan yang sifatnya kolektif organisasi, jauh lebih sulit dibandingkan 

pada pihak eksekutif, mengingat banyaknya kcpentingan yang ada dalam lcmbaga 

lcgislatif sehingga perlu adanya bargaining para anggota/kclompok. Disamping 

itu kualitas teknis anggota lcgislatif mengalami pcningkatan. akan tctapi hal ini 

tidak berimplikasi secara signifikan tcrhadap pcningkatan kincrja anggota 

legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk 

bcnar-bcnar mcwakili rakyat. 

Pelaksanaan pcnctapan pcraturan dacrah di DPRD Kota Tual tclah 

tersclenggara dengan baik yang diindikasikan dari adanya kcseragaman pcndapat 

dan pandangan anggota dcwan yang lcbih baik. Olch karcnanya dapat 

dikemukakan bahwa ditinjau dari scgi pcnctapan pcraturan daerah. pclaksanaan 

fungsi Legislasi DPRD Kota Tual tcrgolong baik. 

Selanjutnya proses penetapan RAPBD menjadi APBD di DPRD Kota Tual 

diawali dengan pembahasan yang senantiasa mcmperhatikan dan 

mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik oleh pihak legislatif maupun 

eksekutif. Maka sudah sewajarnya jika porsi penganggaran APBD Kota Tual 

tahun 2011 menduduki peringkat terbaik nasional. Oleh karenanya, dapat 

dikemukakan bahwa pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual tergolong baik. 
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Ditinjau dari segi pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual pelaksanaan 

fungsi legislasi DPRD Kota Tual tergolong baik. Dari ketiga indikator yang 

digunakan untuk mengukur pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tual, hanya 

pelaksanaan hak inisiatif DPRD yang tergolong rendah atau kurang baik. 

Indikator lainnya yakni penetapan perda dan pelaksanaan penetapan APBD 

tergolong haik. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan fungsi 

legislasi DPRD Kota Tual tcrgolong cukup baik. Siagian (1997: 152) menjclaskan 

halma produkti\'itas dapat dinilai dari segi cfektivitas organisasi yaitu tingkat 

kehcrhasilan organisasi dalam usaha mcncapai tujuan atau sasaran. Mcningkatkan 

produkti\ itas man usia dalam organisasi tidak hanya menyangkut penjadv.'alan 

pcketjaan dan kcterampilan yang dipcrlukan untuk itu, tetapi juga mcnyangkut 

kondisi. iklim dan suasana kerja. Untuk meningkatkan produkti\'itas tidak hanya 

mclihatkan nilai-nilai teknis dan administratif, tctapi JUga nilai-nilai etika dan 

moral. 

Dalam kaitan dcngan pcnelitian ini yang difokuskan pada analisis kincrja 

kelcmbagaan legislatif dalam persoalan pengurusan dan pclaksanaan fungsi 

legislasi dan pcrumusan aturan, ukuran produktivitas yang digunakan adalah 

output dan outcomes suatu aktivitas atau program instansi pemcrintah. Output 

adalah hasil langsung dari suatu proses. Outcomes adalah hasil yang dicapai dari 

suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Output 

dapat diukur dari keluaran langsung dari suatu proses. Atau ukuran hasil 

implementasi dari suatu program atau aktivitas. Outcomes berkaitan dengan 

pcngukuran nilai kualitas suatu aktivitas atau program. Kualitas outcomes dalam 

arti lcbih luas adalah dampak tcrhadap masyarakat. 
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Hasil penclitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pengaJuan usul 

perubahan anggaran DPRD Kota Tual terindikasi cukup, meskipun rata-rata 

keberhasilan pihak ekskutif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat baru 

mencapai 20 persen. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari segi 

pelaksanaan hak pengajuan usul pcrubahan anggaran, pelaksanaan fungsi 

anggaran DPRD Kota Tual tl'rgolong cukup baik. Di samping itu. tingkat 

responsivitas anggota Dewan tcrhadap kebutuhan dacrah dan kondisi masyarakat 

dikaitkan dengan anggaran dan kcuangan Jacrah cukup baik. Oleh karcnanya. 

dapat dikemukakan hal1\va ditinjau dari tingkat responsivitas anggota Dewan 

terhadap kebutuhan dacrah dan kondisi masyarakat Jikaitkan dengan anggaran 

dan keuangan dacrah, pclaksanaan tungsi anggaran di DPRD Kota Tual tergolong 

baik. 

Kedua indikator yang Jigunakan untuk pcngamatan pelaksanaan fungsi 

anggaran DPRD Kota TuaL yakni pclaksanaan hak pengajuan usul perubahan 

anggaran. dan responsivitas anggota Dc\\an tcrhadap kebutuhan daerah dan 

kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan kcuangan daerah, seluruhnya 

termasuk dalam kategori cukup baik dan baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ditinjau dari kedua indikator tersebut, pelaksanaan fungsi 

anggaran DPRD Kota Tual tergolong baik. Fungsi Pengawasan diukur dengan 

menggunakan indikator-indikator pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan-peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya serta 

pelaksanaan pengawasan terhadap APBD. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta peraturan-peraturan lainnya oleh 

pihak DPRD Kota Tual telah disclenggarakan dengan baik. Dengan demikian. 

ditinjau dari segi pelaksanaan fungsi pengawasan peraturan daerah, pelaksanaan 

fungsi pcngawasan oleh DPRD Kota Tual tergolong baik. 

Ikrbeda dengan kedua fungsi DPRD lainnya yakni legislasi dan anggaran. 

bclum ada aturan-aturan yang mcnjadi panduan pelaksanaan fungsi pcngawasan 

olch pihak DPRD. I lal ini tclah mcnyebabkan sulitya bagi pihak DPRD untuk 

mclaksanakan fungsi pengawasan yang dicmbannya, semcntara harapan rakyat 

tcrhadap DPRD scbagai lembaga rcprcscntasi rakyat untuk mcngawasi jalannya 

pcmbangunan yang disclcnggarakan olch pihak cksckutif sangat besar. Olch 

karcnanya. ditinjau dari pclaksanaan pengav,asan APBD. pclaksanaan fungsi 

pcng<.masan oleh pihak DPRD Kota Tual masih kurang baik. 

Berdasarkan gambaran dua indikator yang digunakan untuk mengamati 

pelaksanaan fungsi pengawasan. yakni: pcngawasan peraturan dacrah, dan 

pelaksanaan pengawasan APBD. yang pertama tcrgolong baik sedangkan yang 

kedua tergolong kurang baik. oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa 

pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Tual tergolong kurang baik. 

Dari uraian-uraian di atas nampak bahwa dari ketiga indikator yang 

digunakan untuk menganalisis kinerja DPRD Kota Tual, indikator fungsi legislasi 

termasuk pada kategori cukup baik, fungsi penganggaran tergolong baik, dan 

fungsi pengawasan tergolong kurang baik. Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa kinerja anggota DPRD Kota Tual pada umumnya tergolong baik. 
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2. Faktor-faktor yang Mempcngaruhi Kinerja DPRD 

Mekanisme kerja intern lembaga legislatif diatur oleh sebuah peraturan 

Tata Tertib. Peraturan Tata Tertib ini dipandang terlalu rumit sehingga 

mengakibatkan para anggota legislatif sukar untuk mclaksanakan tugasnya serta 

berperan lebih besar. Sebagai ilustrasi. pcnggunaan hak yang dimiliki olch DPRD 

baru dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 20 orang 

anggota yang berasal paling tidak dari :2 (dua) fraksi. Masalah yang muncul 

kcmudian adalah Perrama jumlah minimal anggota lcgislatif untuk mclaksanakan 

hak tersebut adalah tcrlalu bcsar. scbah cukup sulit untuk menghimpun 

pcndukung scjumlah 20 orang. 1\.eduu adalah keharusan terlibatnya paling tidak 2 

(dua) fraksi. Ketentuan ini dapat mcnggagalkan pclaksanaan hak-hak DPRD jika 

hanya ada satu fraksi yang mcnginginkan pcnggunaan hak yang dimiliki oleh 

DPRD. Pcnolakan fraksi lain ada\ah su:.1tu hal yang wajar karcna sctiap fraksi 

ingin agar penggunaan hak-hak tcrscbut hcrasal dari fraksinya scndiri. Kompctisi 

yang tidak sehat sepcrti ini. mcnurut Mas wadi Rauf (ibid, 66) akan menghambat 

penggunaan hak-hak DPRD. Adapun t~1ktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

DPRD Kota Tual yang terindikasi di lapangan antara lain meliputi: masalah 

Kualitas SDM DPRD; masalah disiplin anggota dcwan; belum adanya penerapan 

punishment yang tegas kepada anggota DPRD yang belum sepenuhnya 

melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini menjadi faktor pengganggu dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kclembagaan dewan dalam pelaksanaan tugas 

pokok mereka. 
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Penerapan mekanisme reward and punishment menjadi sangat penting 

untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dewan eli mana prestasi anggota yang 

ada dapat memicu dan memacu kinerja anggota yang lain dalam menciptakan 

kinerja yang unggul. 

Dikaitkan secara teoritik bahwa untuk mcnilai kincrja harus 

mcmperhatikan hasil pelayanan dan kualitas pclayanan, aspek administrasi dan 

manajeriaL kemampuan untuk mcngelola sumbcr daya. hahan material peralatan 

dan teknologi yang dimiliki dalam mcmherikan pelayanan. scrta kcpuasan hagi 

para pelanggan yang dilayani. Pandangan seperti ini dalam analisis Kopelman 

( 1988) mcnjelaskan hahwa berhagai faktor yang mempcngaruhi kincrja aclalah: 

indh·idual charac!erist ics ( karaktcristik in eli vidual). organi::ot i(ma I c/wrusterist ic 

(karaktcristik organisasi). clan mJrk characteristics (karakteristik pckctjaan). I Ia! 

ini scsuai dengan pendekatan dan capaian hasil pcnclitian ini eli mana karaktcristik 

indi,·idu maupun organisasi yang diclapatkan dan dijelaskan schclumnya dapat 

mcnjadi faktor yang mencntukan. 

Analisis lehih detail clilakukan oleh Kopelman bahwa kinerja sclain 

clipengaruhi oleh faktor lingkungan juga sangat tergantung dari karaktcristik 

indiviclu seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi. norma clan 

nilai. Pandangan ini secara relative telah menekankan bahwa begitu perlu dan 

pentingnya mckanisme organisasi dan individu pelaksana claripada proses 

kegiatan clalam organisasi tingkat legislative eli Kota Tual, sehingga dapat menjacli 

faktor yang sangat menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang 

ada. 
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Lebih daripada itu bahwa dalam kaitannya dengan konsep kinerja, terlihat 

bahwa karakteristik individu scperti kepribadian, umur dan jenis kelamin, tingkat 

pendidikan suku bangsa, keadaan sosial ekonomi, pengalaman terhadap keadaan 

yang lalu, akan menentukan perilaku kerja dan produktivitas kerja, baik individu 

maupun organisasi sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi 

pelanggan. Karaktcristik individu sclain dipengaruhi oleh lingkungan, JUga 

dipcngaruhi olch: 

1) karaktl'ristik orgnisasi scpcrti remml system. scleksi dan pelatihan. 

struktur organisasi. \ isi dan misi organisasi serta kcpemimpinan; 

2) karakteristik pckcrjaan. scperti dcskripsi pekerjaan, dcsain pckerjaan 

dan jachal kctja. llal ini sccara rclatif telah memberikan pcnekanan 

yang objektif tcrhadap pcntingnya persoalan kinerja di mana individu 

dan organisasi harus dapat menjadi pertimbangan utama. 

I lasi1 pcnditian ini dcngan penckanan bah\Ya kinerja DPRD Kota Tua1 

juga dapat dikaitkan dcngan pcrspcktif bahwa anggota dewan sangat fokus pada 

pcrsoa1an individu pelaksana kegiatan di lcmbaga lcgislatif. Hal ini sesuai dcngan 

pendapat Levine ( 1990 : 191) mcnyatakan bahwa ada 2 ( dua) macam faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu : 

a. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, 

keinginan atau motivasinya, umur, JCl11S kelamin, pendidikan, 

pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal 

lainnya. 

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisast, Jenis 

latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 
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Hasil ini sangat relcvan dengan anal isis Hall TL dan Meija ( 1987) yang 

menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : Faktor internal 

yang terbagi menjadi dua yaitu karakteristik individu (umur, pendapatan, status 

perkawinan, pengalaman kerja dan masa kerja) dan sikap terhadap tugas (persepsi, 

pengetahuan. motivasi, tanggung jawab dan kcbutuhan terhadap imbalan. Faktor 

eksternal yang mcliputi sosial ckonomi, demografi, gcografi, (lingkungan kcrja). 

akscptabilitas. aksesibilitas, bcban kcrja dan organisasi (pcmbinaan. pengawasan. 

koordinasi dan fasilitas). Kualitas kincrja DPRD Kota Tual dalam hal ini 

mcmpunyai pcrspcktif yang lebih internal dan juga adanya dukungan ckstcrnal, di 

mana kclembagaan legislative dapat dijadikan schagai alat analisis utama untuk 

mccari ketcrarangan .yang lebih dalam lagi tcrkait dcngan pcrsoalan kincrja. 

Faktor kualitas anggota merupakan f~1ktor pcnting dalam mcngoptimalkan 

pcran lcmbaga lcgislatif. Peran yang lcbih besar dari lembaga ini tidak akan 

mungkin dicapai bila para anggota lcmbaga tersebut tidak mempunyai 

kcmampuan untuk itu. Kualitas anggota DPRD sclama ini bcrada di bawah 

kualitas eksekutiL sehingga anggota DPRD bclum scpcnuhnya dapat 

mengimhangi kemampuan pcmerintah untuk melaksanakan fungsinya. Kualitas 

dalam konteks ini ditinjau dari segi karicr politik (pengalaman) dan segi 

pendidikan formal. 

Hasil penelitian ini juga telah menduga kuat anal isis Gibson ( 1990) yang 

menyimpulkan bahwa berbagai faktor yang mempcngaruhi kinerja dan perilaku 

seseorang adalah: Faktor individual yang meliputi: kemampuan, latar belakang, 

dan demografi serta faktor organisasi meliputi: sumber daya, kepemimpinan, 

imbalan, struktur, desain pekerjaan serta faktor psikologis meliputi: persepsi, 
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sikap, kepribadian, belajar, motivasi. Meskipun Gibson mencoba menambahkan 

adanya faktor psikologis, tetapi fenomena dan fakta yang diperoleh pada kasus 

kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual adalah mempunyai sedikit perbedaan 

principal dan metodologis, di mana hasil penclitian yang menekankan pada aspek 

mental pelaksanaan tugas seperti kcdisiplinan adalah sangat menjadi bahan 

analisis utama yang perlu dipcrtimhangkan. 

Demikian pub halma basil pcnelitian terkait dengan kincrja DPRD Kota 

Tual dalam hal analisis kinerja pada lcgisbsi. pcngawasan dan keuangan adalah 

terkait dengan konsep dan pendekatan Schermerhorn (1982) yang mcnilai hahv-•a 

kinerja sescorang dipcngaruhi olch: 

1) Upaya yang dilakukan (1mrk ej/oU) di mana herhubungan dengan 

kescdiaan untuk melakukan pekc1jaan (H·i/lingness to perj(mn) dan 

motivasi: 

2) Ciri-diri prihadi indi\idu berhubungan dengan kapasitas mclakukan 

pckerjaan (capacity to perj(mn) 

3) Dukungan organ isasi ( Orguni::ut ion support) berhubungan dengan 

kesempatan mclakukan pckerjaan ( oportunity to perform). 

Pengukuran kinerja selain masih sangat tergantung kepada pendapat 

masing-masing individu, juga dari perspcktif mana kinerja tersebut dipandang. 

Ukuran kinerja merupakan karakteristik hasil yang teridentifikasi untuk maksud 

penilaian. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada indikator kinerja sebagai alat 

guna membandingkan hasil nyata dengan target yang ditetapkan sebelumnya dan 

mengukur besarnya penyimpangan yang terjadi. 
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Untuk mengukur kinerja menurut Keban (2004:204) terdapat dua 

pendekatan utama, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan basil. Pendekatan 

perilaku mempelajari perilaku yang relevan atau bcrhubungan langsung dengan 

pelaksanaan tugas scseorang. Pendekatan ini menckankan pada cjuality ol task 

oriented helwvior. Aspek yang diamati dalam pendekatan ini adalab apakab 

perilaku atau cara tcrtentu mampu mcmberikan basil tcrtcntu. Kemudian 

pcndekatan basil atau lebib dikenal dengan istilah resu!r oriented criteria 

mcmpelajari apakah basil yang diperoleb tdah scsuai dengan tuntutan dari pibak 

yang membutubkan sesum dcngan kualitas tcrbaik. Pcndckatan 1!11 

membandingkan apakab basil yang tclah dicapai dan didistribusikan olch scktor 

publik tclah scsuai dengan tuntutan publik. 

Secara dominan hampir seluruh konscp dan pcndckatan yang mcncoba 

mcnjelaskan tcntang persoalan kincrja adalah dapat dijclaskan bal1\\a kinerja 

umumnya dapat dilibat dari sudut pandang indiYidu dan organisasi serta situasi 

yang mclingkupi pclaksanaan kinerja yang dimaksud. Schingga bcrdasarkan fakta 

yang dianalisis pada kinerja DPRD Kota Tual adalah dapat disimpulkan adanya 

kesamaan fakta dengan konsep dan pendekatan yang ada. di mana kinerja sangat 

ditentukan oleb faktor individu pelaksana, faktor organisasi dan faktor iklim yang 

membentuk perilaku kinerja yang ada. 

Dengan demikian fakta yang menunjukkan bahwa mekanisme peningkatan 

kinerja seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan ke arab yang lebih baik 

berdasarkan gejala awal perlunya pembinaan individu maupun organisasi 

pelaksana kinerja yang ada. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

88 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian Analisis Kincrja 

Kelembagaan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kota Tual, dapat 

disimpulkan hal-hal scbagai berikut. 

1. Kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual yang dideskripsikan pada fungsi 

kgislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam 

implemcntasinya menunjukkan prestasi atau hasil kcrja (kincrja) yang 

\·ariatiC sebagaimana ditegaskan bahwa fungsi lcgislasi secara umum 

pada DPRD Kota Tual tcrmasuk dalam katcgori cukup baik. Sementara 

itu fungsi legislasi dalam hal pcmbentukan Peraturan Daerah masih 

rcndah dari tahun 2009-2011. Berikut fungsi anggaran menunjukkan 

trend dalam kategori baik, scdangkan pe\aksanaan fungsi pengawasan 

DPRD yang berada pada katcgori kurang baik, karena terindikasi adanya 

oknum anggota DPRD termasuk pclaksana proyek pemerintah yang 

seharusnya diawasi oleh DPRD. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual 

meliputi : 

- kualitas SDM anggota DPRD ; 

- rendahnya disiplin anggota DPRD 

- pemberlakuan sanksi (punishment) bagi anggota DPRD. 

88 
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Dalam masalah ini, maka persoalan utama yang dihadapi adalah adanya 

faktor kualitas sumber daya manusia yang unggul di dalam kelembagaan DPRD. 

Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar, di mana anggota organisasi yang lebih 

optimal mempeerjuangkan kepentingan masyarakat menjadi sangat optimal dapat 

meningkatkan kinerja organisasi yang ada. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas. maka dapat dirckomendasikan bebcrapa 

hal scbagai berikut: 

1. Secara kclambagaan DPRD Kota Tual dalam mcngakhiri masa jabatan 

mcrcka. maka perlu pcnegasan komitmen dan konsistensi anggota 

DPRD dalam mcnjalankan fungsi DPRD. haik fungsi legislasi, fungsi 

anggaran. maupun fungsi penga\\asan tcrhadap seluruh aktivitas dan 

dinamika pemhangunan. pcmerintahan scrta kcmasyarakatan di Kota 

Tual; 

2. Dalam perspektif pcningkatan kinerja kelcmbagaan DPRD Kota Tual, 

dipandang perlu melakukan rekrutmcn staf ahli untuk masing masing 

komisi yang, di samping masih pcrlu peningkatan kapasitas anggota 

DPRD Kota Tual melalui pelaksanaan program pembimbingan teknis 

dan diklat kecakapan dan skills lainnya yang relevan dengan tugas­

tugas keanggotaan DPRD Kota Tual; 

3. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan, maka 

dipandang perlu DPRD Kota Tual selalu bermitra yang saling 

bersincrgi dengan pihak perguruan tinggi di daerah, khususnya dalam 

89 
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rangka melahirkan produk-produk kebijakan yang bersentuhan dengan 

kepentingan publik. 

4. Dalam dimensi peningkatan disiplin anggota DPRD dalam 

melaksanakan tugas-tugas kclembagaan DPRD Kota Tual, maka 

dipandang perlu penegasan aturan terhadap sanksi bagi anggota DPRD 

yang !alai Jalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kelcmbagaan 

DPRD Kota Tual sampai pada akhir masa jabatannya. 
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KAMI MOHON BAPAK/IBU DAPAT MENGISI DAFTAR PERTANYAAN IN! 
SECARA OBJEKTIF DAN BENAR. PENELITIAN IN! DILAKUKAN DALAM 

KERANGKA AKADEMIK DENGAN TUJUAN ILMIAH, SEMUA DATA 
YANG DIBERIKAN AKAN DIJAMIN KERAHASIAANNYA 

SESUAI KODE ETIK ILMIAH. 

DAFTARPERTANYAAN 

Nom or 

Nama 

Pekerjaan /Jabatan 
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1. Apakah ada target kinerja yang tclah ditetapkan berkenaan dengan tugas 

pokok dan fungsi Bapak/lbu selaku anggota DPRD? Mohon pcnjelasan! 

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi 

legislasi oleh DPRD? ~1ohon pcnjelasan! 

3. Bagain1ana pelaksanaan fungsi anggaran olch DPRD? Bagain1ana tingkat 

respon DPRD terhadap kcbutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? 

Mohon penjclasan! 

4. Bagaimana pclaksanaan fungsi pengawasan olch DPRD tcrhadap 

Anggaran Pendapatan dan Bdanja Daerah dan pelaksanaan peraturan­

peraturan daerah'? Mohon penjelasan! 

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapakllbu wujudkan dalam lcmbaga 

ini? Mohon penjelasan' 

6. Menurut Bapak/lbu faktor-faktor apa saJa yang mempengaruhi kinerja 

DPRD Kota Tual? 

7. Menurut Bapak/lbu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik 

turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir 

ini? 
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Pekerjaan /Jabatan Ketua DPRD Kota Tual 

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan! 

Ja\vah: 

Sehagai institusi-institusi resmi yang membangun fungsi dan peran di 
hidang politik tentunya dalam proses operasionalisasi pcnugasan itu tetap 
mcnggunakan kctcntuan perundangan schagai pedoman dalam 
pengendalian peran tugas dari DPRD. pedoman-pedoman itulah yang akan 
kami justifikasi sehagai keputusan yang dirumuskan melaui panitia 
musyawarah dan keputusan dalam paripurna yang kemudian mcnjadi 
pedoman dalam rangka melaksanakan tugas-tugas DPRD. Membentuk alat 
kelengkapan DPRD, mcmimpin sidang-sidang kcmudian mengatur lalu 
lintas pcmbicaraan dalam persidangan. mcngatur kcherangkatan komisi­
komisi maupun anggota DPRD dalam tugas-tugas bintck maupun 
kunjungan kerja dan peninjauan lapangan. pengawasan dan rcses. ltulah 
tugas-tugas yang selalu kami lakukan bcrdasarkan amanat Undang-undang 
No. 27 tahun 2010 

Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam mclaksanakan fungsi 
lcgislasi olch DPRD? Mohon penjelasan! 

Jawab : 

Dalam melaksanakan fungsi lcgislasi. target dari kincrja DPRD pada 
setiap tahun antara lain pada masa sidsng pertama, target apa yang telah 
kita capai dalam rangka meramu berbagai aspirasi masyarakat, yang 
disampaikan dalam dengar pendapat dan jaring aspirasi masyarakat. 
menya1urkannya dan bagaimana menindaklanjuti dalam keputusan­
keputusan politik. 

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat 
respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? 
Mohon penjelasan! 

Jawab: 

Kerja sama semua komponen baik itu pemerintah maupun DPRD selalu 
dibutuhkan dan dari berbagai pikiran yang teramu dari aspirasi yang 
datang dari aspirasi masyarakat itulah yang selalu kami olah menjadi 
sebuah program dan kebijakan yang patut di aktualisasikan untuk 
kepentingan masa depan dari pada masyarakat dan kota tual itu sendiri, 
jadi yang jelas bahwa setiap tahun peningkatan APBD yang diputuskan 
batang tubuh APBD itu sendiri atau peningkatan anggaran yang 
diputuskan dalam batang tubuh APBD itu bagian dari pada upaya 
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maksimal yang dilakukan dalam bentuk lintas pendekatan pemerintahan 
sehingga aspirasi/begitu besar aspirasi, begitu besar pula dana diserap dari 
pemerintah pusat untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
rakyat itu sekalipun memang masih jauh dari pada harapan yang 
sesungguhnya tetapi paling tidak pada setiap tahun terlihat ada wujud dari 
pada kinerja, kerja sama kinerja pimpinan DPRD baik itu dalam konteks 
pendekatan dengan anggota maupun juga dengan pemerintah daerah 
sehingga melahirkan bcrhagai perubahan yang selama ini dapat kita 
saksikan terlihat di kota tual. 

4. Bagaimana pclaksanaan fungsi penga\vasan oleh DPRD terhadap 
Anggaran Pendapatan dan lklanja Dacrah dan pelaksanaan peraturan­
peraturan dacrah? Mohon pcnjclasan' 

Jawah: 

Dalam hal pclaksanaan pcngawasan pcrda. ada perda tertentu yang ada 
kaitannya dengan SKPD tertcntu. pengawasan itu melekat pada fungsi 
fungsi komisi. karcna di komisi tclah dibagi mitra scsuai tatib kita. 
misalnya komisi ckonomi. fungsi kekmhagaan dari lembaga ini utamanya 
dalam fungsi lcgislasi. Proses perencanaan dan pcnyusunan APBD tetap 
mengacu pada PP No 5X Tahun :2005. tcntang Pengelolaan Kcuangan 
Dacrah, yakni (a) penyusunan rencana kerja pemcrintah daerah: (b) 
penyusunan rancangan kehijakan umum anggaran: (c) penetapan prioritas 
dan plafon anggaran semen tara: (d) pcnyusunan rene ana kerja dan 
anggaran SKPD: (e) penyusunan rancangan pcrda APBD: dan (6) 
penetapan APBD. Dalam pdaksanaan tahap-tahap tersebut, DPRD 
membcrikan perhatian bcsar sebagai bentuk pengawasan sejak 
perencanaan sampai dcngan pclaksanaannya. 

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapakllhu \\ujudkan dalam lcmbaga 
ini? Mohon pcnjelasan' 

Jawab: 

kinergitas atau optimalisasi kincrja dari pada pimpinan itu sangat 
tcrgantung dari pada kerja sama seluruh anggota artinya pimpinan tidak 
bekerja sendiri tetapi harus mendapat dukungan dan support sekaligus 
kerja sama dari pada alat-alat kelcngkapan DPRD termasuk seluruh 
anggota DPRD, kalau kita lihat bahwa sebagian besar aspirasi rakyat yang 
di implementasikan yang dijabarkan dalam APBD itu bagian dari pada 
usaha optimal yang dilakukan olch DPRD bersama, pimpinan bersama 
seluruh DPRD dalam rangka menjaring aspirasi dan mengaplikasikan dia 
dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam APBD, jadi 
itulah optimalisasi peran dari pada pimpinan mengendalikan dan bekerja 
sama dengan ternan-ternan dari masing-masing fraksi, komisi, pokoknya 
seluruh alat kelengkapan DPRD sehingga membuahkan hasil yang optimal 
dan mengantarkan kota tual ini semakin maju dalam sebuah perubahan, 
dalam kasat mata kita dapat menyaksikan ada perubahan-perubahan. 

16/42074.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



100 

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saJa yang mempengaruhi kinerja 
DPRD Kota Tual? 

Jawab: 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual antara lain 
latar belakang organisasi yang berbeda bisa menjadi faktor yang sangat 
berpengaruh, begitupun dengan usia kita, dan yang terpenting adalah cara 
pandang kita sebagai wakil rakyat. 

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik 
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir 
ini? 

Jmvab : 

Kincrgitas DPRD itu dia berkcmbang berdasarkan situasi dan kondisi 
politik, suhu politik dan setuasi kondisional dalam lingkup pcmcrintahan 
termasuk didalamnya ada dukungan administrasi dari Seb\ an scbagai 
kepala kantor di DPRD itu harus jujur kita mengatakan bahwa akibat 
kctatnya regulasi yang terjadi sehingga mengakibatkan tcrkadang proses 
pengelolaan keuangan itu mengalami ketcrlambatan-kctcrlambatan yang 
ikut mempengaruhi kincrgitas DPRD namun demikian optimalisasi dan 
tugas DPRD itu tents kita lakukan. kcrja sama dcngan saudara wali kota 
kita binakembangkan karcna kcwenangan dalam rangka memutuskan 
pcnanganan keuangan DPRD sccara cepat dan proposional itu hanya ada 
di pcmcrintah daerah bukan kompetensi dari pada pimpinan DPRD. 
pimpinan DPRD hanya dalam konteks koordinatif tctapi pcngambilan 
keputusan berkaitan dengan penanganan kcuangan ini sccara atau 
pengelolaan kcuangan secara proporsional bcrdasarkan kctentuan itu 
bcrada pada peran dari pada sckwan dan bcndahara sehingga dcmikian 
kalau andai kata proses pcrtanggung j\\aban itu tcrlambat ya. ikut juga 
mengambat kegiatan DPRD sccara gradual. 
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Pekerjaan /Jabatan Wakil Ketua DPRD 

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi Bapak/lbu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan! 

Jav-;ab : 

Menurut saya. sclama ini yang terjadi dalam DPRD, masing-masing kita 
mempunyai mcmpunyai tugas dan tupoksi masing-masing jadi baik itu 
pimpinan dengan tupoksinya scndiri. alat kelengkapan dewan scmua 
dengan tupoksi-tupoksi scndiri jadi mercka sendiri melaksanakan tugas 
dan tupoksi sesuai dcngan tugas pokok mcreka itu sendiri. Semua lcmbaga 
atau scmua orang mcmpunyai target dalam lingkungan kcrja masing­
masing, apalagi kita schagai pimpinan Dcv>an target kita misalnya agenda 
masa sidang yang ditetapkan kita harus bagaimana mcncari. membuat 
sesuatu untuk target kita itu bisa berjalan. masa sidang kita, agenda-agenda 
kita bias bctjalan dcngan baik. 

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditcmpuh dalam melaksanakan fungsi 
lcgislasi olch DPRD? Mohon pcnjebsan! 

Jawab : 

Dalam mclaksanakan fungsi lcgislasi. yang sdama ini dijalankan olch 
DPRD, misalnya pcnctapan Pcrda. lcbih banyak menunggu pihak 
eksekutif untuk mcngajukan rancangannya, setelah itu kita melakukan 
rapat komisi untuk mcndengar aspirasi rakyat, sehingga pcrda yang 
ditctapkan bctul-betul mc\vakili kepentingan rakyat. 

3. Bagain1ana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPIZD? Bagain1ana tingkat 
rcspon DPRD tcrhadap kcbutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual? 
Mohon penjelasan! 

Ja\vab : 

Lembaga ini belum scpenuhnya dikatakan sebagai lembaga yang aspiratif. 
Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aspirasi masyarakat yang 
(bukan tidak) tapi belum ditindak lanjuti. Salah satu cara yang biasa kita 
tempuh adalah melalui penggunaan skala prioritas, artinya mana aspirasi 
yang harus segera kita tindak lanjuti dan mana yang harus kita tunda untuk 
dijadwalkan di tahun-tahun berikutnya. Kendala utama dengan cara ini 
adalah penetapan mana yang menjadi skala prioritas tersebut, ketika ada 
aspirasi yang belum ditindak lanjuti dan nanti ditindaklanjuti tahun depan 
akan berbenturan dengan aspirasi yang datang pada tahun tersebut, 
sehingga ini menjadi sulit untuk menentukan skala prioritas lagi untuk 
tahun tersebut, apakah yang diaspirasikan pada tahun sebelumnya atau 
yang baru di tahun ini (hal ini menyebabkan dewan di mata masyarakat, 
gubernur, bupati, dianggap melakukan kebohongan publik). 
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4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan­
peraturan daerah? Mohon penjelasan! 

Jawab: 

Kalau fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Tual dilaksanakan komisi­
komisi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Demikian pula halnya 
dengan pengawasan terhadap APBD, sebelum ditetapkan menjadi APBD, 
rencana kerja pada tiap SKPD dibahas terlebih dahulu mclalui bcberapa 
tahapan. Kemudian pada tengah tahun dilakukan monitoring melalui 
laporan prognosis dan reses anggota DPRD untuk mengctahui bagaimana 
perkcmbangan kcgiatan dan penycrapan anggaran pihak eksekutif. Pada 
akhir tahun dilakukan cvaluasi APBD. 

5. Bagaimana hentuk kinerja yang ingin Bapak/Ihu wujudkan dalam lcmhaga 
ini'? Mohon penjelasan! 

.Lmab: 

1\knurut saya capaian kinerja harus scsuai clcngan tugas pokok kita 
masing-masing. dengan selalu mcngcdcpankan kcpcntingan masyarakat 
clan mampu menjawab dan menyclcsaikan pcrmasalahan-permasalahan 
yang terjadi di masyarakat. 

6. Mcnurut Bapak/lhu f~1ktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 
DPRD Kota Tual'? 

Jm\ab : 

Kita sehagai anggota DPRD berasal dari Jatar hclakang pendidikan. 
pcngalaman kerja serta umur yang bcrheda-hcda. schingga hal itu bisa saja 
mempengaruhi kinerja kita masing-masing 

7. Mcnurut Bapak/lhu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penycbab naik 
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual sclama bcherapa tahun tcrakhir 
ini? 

Jawab: 

Faktor yang paling utama dan tidak menjadi rahasia umum lagi yaitu 
kinerja dari sekretariat DPRD kota tual yang ticlak mampu, mohon maaf 
saya bilang tidak mampu karena ini kenyataan suclah 3 tahun kita berjalan 
ini bukan hanya seakan-akan kita menuding orang tanpa punya bukti atau 
lain sebagainya, tapi 3 tahun kita berjalan kita tctap bertahan clengan ton­
ton (irama) lama saja scpcrti bcgitu jacli misalnya kincrja dari sekrctariat 
dewan yang bagus, yang optimal, pcncapaian target agenda-agenda kita 
dan lain sebagainya itu dapat berjalan dengan seoptimal mungkin, jadi .. 
yang mcnjadi pcnyebab turunnya kinerja DPRD itu tcrgantung clalam 
kinerja sekrctariat DPRD yang diperbantukan untuk membantu DPRD 
Kota Tual. 

INFORMAN 

E.F.B 
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Pekerjaan /Jabatan Ketua Komisi C 

1. Apakah ada target kincrja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi Bapak/lbu selaku anggota DPRD? Mohon penjclasan! 

Jmvab : 

Ya ada, yang jelasnya balm a pcdoman itu tetap ada. untuk komisi C yang 
menjadi ruang lingkup tupoksinya yaitu bidang keuangan dan 
pembangunan. 

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditcmpuh dalam mclaksanakan fungsi 
lcgislasi olch DPRD') Mohon pcnjelasan! 

J<l\vab : 

Pertama-tama kita mcndcngar asptrast masyarakat, yang biasanya 
disampaikan dalam dengar pendapat dengan tokoh masyarakat. 
menyalurkannya dan hagaimana mcnindaklanjuti dalam keputusan­
keputusan politik. 

3. Bagain1ana p~laksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagain1ana tingkat 
respon DPRD tcrhadap kebutuhan dacrah dan masyarakat Kota Tual'? 
Mohon pcnjdasan! 

Jawab: 

Pcnctapan mana yang mcnjadi skala prioritas tersebut, kctika ada aspirasi 
yang belum ditindak lanjuti dan nanti ditindaklanjuti tahun dcpan akan 
berbenturan dcngan aspirasi yang datang pada tahun tcrsebut, sehingga ini 
mcnjadi sulit untuk mencntukan skala prioritas lagi untuk tahun tersebut. 
apakah yang diaspirasikan pada tahun sebelumnya atau yang baru di tahun 
1111. 

4. Bagaimana pclaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan­
peraturan daerah? Mohon penjelasan! 

Jawab: 

Khusus untuk Badan Keuangan atau SKPD yang merupakan mitra kerja 
kami, yang pertama itu kami secara rutin meminta mereka untuk 
melakukan pelaporan secara triwulan terhadap realisasi anggaran, yang 
kedua kami akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran itu 
apakah dari seluruh SKPD yang ada sudah terlaksana atau mencapai sesuai 
dengan sasaran dari pada APBD itu sendiri, kalau dibidang Pembangunan 
atau pekerjaan umum kami tetap akan evaluasi proses-proses tender 
terhadap setiap kegiatan, apakah tender itu telah dilaksanakan berdasarkan 
kepres terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataukah pelaksanaan 
tender itu merupakan formalitas semata, dan yang ketiga khusus terhadap 
proses tender itu apakah perusahaan yang mengikuti tender itu pemilik 
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perusahaan itu ataukah perusahaan yang merupakan pmJam pakai dari 
pada peserta tender itu sendiri. 

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapakllbu wujudkan dalam lembaga 
ini? Mohon penjelasan! 

Jawab: 

untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja itu sendiri maka harus ada 
laporan yang merupakan data reel bagi kami sebagai pedoman untuk dapat 
mengcvaluasi laporan itu scndiri. pada saat awal berada pada komisi A 
target kami dalam rangka melaksanakan proses pemilihan kepala desa 
dengan program atau target pertama yaitu melaksanakan pemilihan BPD 
itu dan kedua adalah terpilihnya kcpala dcsa definitive dan sasaran kami 
itu terlaksana hanya ada kcndala-kcndala untuk bcbcrapa dcsa itu pada 
komisi A, tapi komisi C sebagai tahun awal bulan dari pada kami scbagai 
kctua komisi C maka persoalan itu bclum tcrlaksana. baru mcrupakan 
langkah a\val dari pelaksanaan tugas di komisi C 

6. Mcnurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mcmpcngaruhi kinctja 
DPRD Kota Tual? 

Jawab : 

Banyak hal yang bisa mempcngaruhi kinerja lcmbaga ini. antara lain 
disiplin. kualitas anggota dan anggaran untuk mcndukung kelancaran ketja 
lcmbaga. 

7. Mcnurut Bapakllbu. 1~1ktor apa yang scsungguhnya mcnjadi pcnyebab naik 
turunnya kinetja anggota DPRD Kota Tual sclama bchcrapa tahun tcrakhir 
. .., 
Int. 

Jawab : 

Penyebab utama itu adalah dari sisi rcalisasi anggaran atau dana yang 
disediakan untuk DPRD lewat sckretariat itu sering tcrkcndala dari sisi 
pelaporan keuangan yang dilakukkan oleh sckretariat DPRD sehingga 
mengakibatkan pencairan dana untuk anggaran pada DPRD juga 
mengalami kendala itu yang menyebabkan schingga beberapa tugas 
kinerja DPRD terhambat akibat proses pencairan dana melalui pemerintah 
daerah atau melalui pengelolaan keuangan daerah sehingga agenda-agenda 
itu sering tertunda. 

INFORMAN 

LM 
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Pekerjaan /Jabatan Ketua Komisi A 

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan! 

Jawab: 

Memang tentu terkait dcngan tugas-tugas pokok komisi-komisi di DPRD 
itu ada. sesuai dengan amanat peraturan perundang-undang yang berlaku. 
dan juga terkait dengan tata tcrtib DPRD Kota Tual. Pedoman tersebut 
adalah dalam bentuk tertulis dan juga dalam bentuk lisan yang adanya 
dalam bcntuk arahan-arahan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD 
kcpada scmua alat kclcngkapan DPRD 

2. Bagaimana bcntuk kincrja yang ingin I3apak/Ibu wujudkan dalam lcmbaga 
ini'? Mohon pcnjclasan! 

Jawab: 

lingkup tugas saya selakL1 ketua komisi A itu tentu kctua komisi A 
mcmbidangi hukum dan pcmerintahan. komisi A itu membidangi hukum 
dan pcmcrintahan dan olch karcna itu berbagai persoalan-pcrsoalan yang 
terkait dcngan tugas komisi A baik menyangkut pcrsoalan-persoalan 
hukum maupun tcrkait dcngan persoalan-pcrsoalan pemerintahan yang 
scsuai dengan pcnugasan-penugasan atau disposisi-disposisi yang 
diberikan oleh pimpinan DPRD kepada kami tentu ini adalah merupakan 
tugas dan tanggung jawab kami walaupun dengan bcrbagai kekurangan­
kekurangan dan kelcmahan yang kami miliki tetapi kami tetap maksimal 
dalam menyelcsaikan bcrbagai tugas-tugas yang disampaikan. 

3. Menurut l1apak/Ibu~ f~1ktor apa yang sesungguhnya n1cnjadi penyebab naik 
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual sclama beberapa tahun terakhir 
ini'? 

Jawab: 

terkait dengan dukungan kinerja dari anggota DPRD ini tentu bermuara 
pada sekretariat DPRD. karena terkait dengan tugas-tugas DPRD ini tentu 
pcmbiayaan-pembiayaan yang merupakan kewenangan dari pada 
sekrctariat DPRD disamping itu juga ada pegawai-pegawai secretariat 
yang ditugaskan di komisi ini juga tetap menjadi yang memberikan 
dukungan yang baik kepada kami tetapi persoalan yang kami hadapi 
selama ini akhir-akhir ini itu di DPRD Kota Tual ini tentu kami 
mengalami kesulitan, kesulitan yang kami hadapi itu terkait dengan 
persoalan-persoalan pembiayaan dan juga kapasitas dari pada secretariat 
DPRD tidak memberikan dukungan yang baik kepada kami dalam rangka 
melaksanakan tugas-tugas di DPRD. 

INFORMAN 
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Pekerjaan /Jabatan Ketua Komisi B 

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi Bapakllbu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan! 

Jawab: 

dalam lingkup DPRD kota tual memang terdapat fungsi dan tugas pokok­
pokok yang telah diatur dalam peraturan tata tcrtib DPRD Kota TuaL yang 
mcnjadi rung lingkup tugas pokok kami ialah kebctulan scbagai ketua 
komisi B membidangi behcrapa mitra kerja dari pemerintahan kota tual 
yaitu bcbcrapa SKPD diantaranya Dinas pcrikanan. Dinas Pendidikan 
Nasional dan olah raga scrta Dinas kcsehatan pada intinya dinas 
kescjahteraan masyarakat 

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditcmpuh dalam melaksanakan fungsi 
lcgislasi olch DPRD? Mohon pcnjelasan~ 

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran olch D PRD') Bagaimana tingkat 
rcspon DPRD tcrhadap kcbutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual'? 
Mohon penjelasan~ 

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pcngawasan oleh DPRD terhadap 
Anggaran Pcndapatan dan Relanja Dacrah dan pelaksanaan peraturan­
pcraturan daerah'? Mohon pcnjelasan~ 

5. Bagaimana bcntuk kinerja yang ingin Bapak/lbu wujudkan dalam lcmbaga 
ini'? Mohon penjclasan~ 

Jawab: 

target kinerja di lingkungan kami sendiri selaku komisi B yang lcbih dari 
pada itu sebagaimana wakil rakyat sudah pasti memiliki target dimana 
target itu sendiri bagaimana dapat menyampaikan aspirasi masyarakat atau 
rakyat yang kami wakili dengan mendorong lingkungan kerja yang 
bermitra dengan beberapa SKPD di maksud untuk meningkatkan kinerja 
mercka sendiri. target kinerja itu adalah sendiri mendorong SKPD-SKPD 
bersangkutan untuk dapat mcningkatkan kinerja dalam mendorong 
pemerintahan baik dari sisi pelayanan kemasyarakatan dan turut 
mendukungnya visi dan misi dari pada pemcrintahan kota dalam hal ini 
wali kota dan wakil wali kota. 

6. Menurut Bapakllbu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 
DPRD Kota Tual? 

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik 
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir 
ini? 

Jawab: 
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turunnya kinerja disebabkan juga oleh tidak efektifnya koordinasi yang 
dilakukan oleh sekretaris DPRD dalam melakukan koordinasi terhadap 
bagian-bagiannya atau stafnya sehingga itu dapat menyebabkan turunn ya 
kinerja DPRD pada akhir-akhir tahun ini, itu sebagaimana disampaikan 
kuncinya adalah tidak terlaksananya koordinasi yang baik oleh sekwan 
selaku pimpinan SKPD dalam sekretariat DPRD dalam menjalankan satu 
buah tugas yaitu khususnya koordinasi kurang berjalan sehingga terkesan 
bahwa bagian-bagian maupun staf dalam lingkup secretariat DPRD kota 
tual tidak hekerja secara optimal dan itu menycbabkan kinerja DPRD 
mcnurun pada akhir-akhir tahun ini 

INFORMAN 

.JR 
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Pekerjaan /Jabatan Ketua Badan Legeslasi 

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan! 

Javvab : 

DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga legeslatif memiliki 
pedoman untuk melaksanakan masing-masing fungsi itu. Dalam bentuk 
tertulis. pertama tatib, kedua agenda-agenda yang ditetapkan dalam 
paripurna untuk dilakukan okh sctiap masa siding yang bcrlaku dalam 1 
tahun siding berkenaan 

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditcmpuh dalam mclaksanakan fungsi 
lcgislasi olch DPRD? Mohon penjclasan! 

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran okh DPRD'? Bagaimana tingkat 
respon DPRD terhadap kchutuhan dacrah dan masyarakat Kota Tual'? 
Mohon penjelasan! 

Jawab: 

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pcnga\\asan oleh DPRD terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan pclaksanaan peraturan­
pcraturan daerah? Mohon penjclasan 1 

Jawab: 

saat m1 ada ranperda-ranpcrda. scperti ranpcrda PD/\M, ranperda Sasi, 
ranperda lain-lain yang merupakan kcpcntingan mcndesak didaerah ini 
memang di dalam periode paruh pertama masa sidang pcrtama ini memang 
harus menjadi target kine1ja harus diselesaikan, sclain perda-perda lain 
yang mungkin akan menyusul kemudian bcrdasarkan kcbutuhan daerah 
1111. wujud kinerja adalah bagaimana berbagai intervensi kepentingan 
masyarakat melalui reses, melalui aspirasi yang dihimpun itu bias dapat 
diwujudkan dalam program kcrja pembagunan pemerintah kota tual itu 
sendiri yaitu APBD kota tual. 

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga 
ini? Mohon penjelasan! 

Jawab: 

jadi kalau kita bicara target kincrja memang jelas ada, karena kita bicara 
target kinerja berselaras dengan anggaran berbasis kinerja, kalau berbicara 
anggaran berbasis kinerja maka target jelas. input, output, outcome sudah 
jelas disitu, kalau dokumen-dokumen seperti RKA, DIP A itu 
menggambarkan target kinerja dilingkungan kita 
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6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saJa yang rnernpengaruhi kinerja 
DPRD Kota Tual? 

Jawab: 

surnber-surnber daya rnanusia, surnber daya rnanusia DPRD itu sendiri 
yang perlu juga rnenjadi faktor-faktor penyebab sehingga turun naik 
sebuah kinerja, jadi tidak hanya ternan-ternan, variabel eksternalnya tetapi 
variabel internal juga rnenentukan yaitu surnber daya rnanusia DPDR itu 
scndiri sccara personifikasi. 

7. Mcnurut Bapak/lbu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik 
turunnya kincrja anggota DPRD Kota Tual selama bebcrapa tahun terakhir 
. . ') 
1111. 

Jav,ab : 

Khusus DPRD Kota TuaL sclama ini target kinerja tidak optimaL ini harus 
saya buka. karena ini sebuah rcalitas, karena kalau kita bicara optimal ada 
variablc-variabel pendukungnya. antara lain kinerja secretariat DPRD juga 
dukungan financial atau pembiayaan. juga dukungan eskalasi politik yang 
ada di DPRD sehingga beberapa variable itu rnenjadi pendukung utama. 
\·ariabel- variahel itu selama ini memang terasa tidak optimal untuk 
mendukung kinerja DPRD tetapi juga kemampuan memenej. hagaimana 
kemampuan managerial pimpinan DPRD itu sendiri menjadi scsuatu yang 
mcmcgang peranan pcnting untuk mencapai target kinerja yang harus kita 
capai berdasarkan tujuan lcmhaga ini secara komperensif 
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Pekerjaan /Jabatan Wakil Kctua DPRD 

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas 
pokok dan fungsi Bapakllbu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan! 

Ja\vab: 

DPRD melaksanakan tugas sebagai lembaga legcslatif memiliki pedoman 
untuk melaksanakan masing-masing fungsi itu. Pedoman ataupun petunjuk 
pelaksanan tupoksi anggota DPRD dibuat dalam bentuk tertulis maupun 
sccara lisan. Sesuai dengan Undang-undang juga tertulis scpcrti itu, ada 
juga memang secara lisan saja misalnya di disposisikan dari pimpinan ke 
komisi atau alat kdengkapan yang lain itu yang bcrbentuk tertulis 

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditcmpuh dalam mclaksanakan fungsi 
legislasi oleh DPRD? Mohon pcnjclasan! 

Jawab: 

ruang lingkup tugas pokok saya scbagai pimpinan adalah mcndorong 
seluruh agenda yang ditetapkan dalam alat kelcngkapan DPRD yang 
namanya badan musyav-.arah schingga agenda-agenda yang ditetapkan itu 
nantinya akan di paripurnakan kemudian agenda itu yang menjadi ruang 
lingkup tugas kami sebagai pimpinan untuk melaksnakannya sesuai 
dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang ada 

3. l3again1ana pelaksanaan fungsi anggaran oleh l)PRD? l3again1ana tingkat 
respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota? Mohon 
penjelasan! 

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
peraturan daerah? Mohon penjelasan 1 

oleh DPRD terhadap 
pelaksanaan peraturan-

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/lbu wujudkan dalam lembaga 
ini? Mohon penjelasan! 

Jawab: 

untuk mencapai target kinerja yang optimal menurut saya kita belum 
mencapai karena ada agenda yang tidak terlaksanakan itu diakibatkan 
factor penunjang dalam pelaksanaan agenda itu yang tidak maksimal 
misalnya dukungan dari aparat seperti sekretariat dewan dan sebagainya 
itu yang tidak mendorong pimpinan sehingga target capaian kinerja kita 
tidak optimal baik agenda yang tidak kita laksanakan sampai masa akhir 
tahun siding. Wujud kinerja yang ingin kita capai adalah seluruh program 
dan kegiatan kita rencanakan yang kita sepakati bersama itu sebenarnya 
sudah kita laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada namun karena 
untuk mencapai wujud kinerja yang sebenarnya di DPRD kota tual kita 
belum merasakan itu karena beberapa elemen pendukung tadi yang tidak 
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mendukung sehingga selama DPRD ini ada untuk mencapai wujud kinerja 
yang baik yang diharapkan belum terlaksana 

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 
DPRD Kota Tual? 

Jawab: 

Yang pertama selain factor internal ada factor eksternal, yang pertama 
factor internal memang kita anggota DPRD ini tidak memiliki 
pcngctahuan yang sama kita datang dari latar belakang partai yang bcrbeda 
kemudian disiplin ilmu juga yang berbcda 

7. Mcnurut Bapakllbu. t~tktor apa yang sesungguhnya menjadi pcnycbab naik 
turunnya kincrja anggota DPRD Kota Tual sclama bebcrapa tahun tcrakhir 
ini? 

Jm\ ah : 

pcnyebab naik turunnya kinerja DPRD itu juga tcrgantung dari factor 
kcmampuan masing-masing anggota DPRD kcmudian disamping itu 
Ltetor ekstcrnal tacli yang saya katakan bahwa tidak ditunjang dengan 
dukungan dari secretariat DPRD yang mendorong seluruh agenda yang 
sudah ditctapkan itu sehingga kine~ja DPRD itu tcrukur dari situ, nah .. jika 
dua-duanya be1jalan dcngan baik mcmcnuhi krctcria maka kita bisa 
mcncapai tujuan atau kinc1ja kita yang kita harapkan 
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Lampiran 3. 

Nomor dan Tanggal Perda I 

Nomor 01 Tahun 2008 ~~-bentukan Orgamsas1 dan Tata Keqa Sekretanat 

Tanggal 12 November 2008 [ - Daerah dan Sekretanat DPRD Kota Tual \ 

I 1 LD. 01 TLD.1011 I • 

1---------1---------~·--- +--- ____J 
2. Nomor 02 Tahun 2008 ; Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan \ 

I 
Tanggal 12 November 2008 l dan Kelurahan Kota Tual 1 

LD. 02 TLD.1012 1 

1------t-----------·-- -~-- ---~ ·-·-· -- --~. ----------------------j 

3. Nomor 03 Tahun 2008 

Tanggal 12 November 2008 

LD. 03 TLD.1013 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga I 

Teknis Daerah Kota Tual 

I 
1-----+---------~-------r---- -----· -~ 

I Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah I 
! Kota Tual I 

4. Nomor 04 Tahun 2008 

Tanggal 12 November 2008 

LD. 04 TLD.1014 
i --------~-- ·----·--- -- ·----·------- ·----~ 

1 

5 Nomor 05 Tahun 2008 

I
. . Tanggal 12 November 2008 

Lambing Daerah Kota Tual li 

I 
! 

LD. 05 TLD.1015 1 
j 

L___~---------·--- -- ·-·-·· . - ---- ---- ·---- -------··----------------

REGISTER PERATURAN DAERAH LOTA KOTA 

TAHUN 2009 

,-------.-----------------·-----------·-·------------------

No. 
Nomor dan Tanggal Perda ] '1 

Tentang 
Kota Tual I 1 

1. Nomor 02.1 Tahun 2009 -~-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) \ 

Tanggal 08 Januari 2009 I Kota Tual '~ 
LD. 06 TLD.2016 I 

I---2-.-+-N-o_m_o_r_0_3_T_a_h_u_n_2_0_0_9 ____ ~okok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tual ' 

Tanggai04Januari 2009 

3. 

4. 

LD. 07 TLD.2017 

Nomor04Tahun2009 

Tanggal 03 Oktober 2009 

LD. 08 TLD.2018 

Nomor 05 Tahun 2009 

Tanggal 23 November 2009 

LD. 09 TLD.2019 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Tual 

Perubahan APBD 2009 
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REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL 

TAHUN 2010 

Nomor dan Tanggal Perda 
Kota Tual 

Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1 

Kota Tual II' 

Hari Jadi Kota Tual ----1 

Pembentukan Organ1sas1 dan Tata KerJa Sekretanat 

Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Rl Kota 

Tual 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kota --~ 
Tual di Hotel Maluku Jakarta : 

I 

------------ ---- i 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual 

-t-- -----------------------
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual 

---+--1 _____________ ----- -------~~ 
1

\ Pembentukan Organisasi dan Tata KerJa Dinas Sosial ' 

Nomor 13 Tahun 2010 

Tanggal 06 November 2010 

LD. 22 TLD.3032 

Nomor 14 Tahun 2010 

Tanggal 06 November 2010 

LD. 23 TLD.3033 

Nomor 15 Tahun 2010 

Tanggal 06 November 2010 

LD. 24 TLD.3034 

dan Tenaga Kerja Kota Tual 

---- -~-----,--------...; 

Pembentukan Organisasi dan Tata KerJa Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual 

Pajak Hotel 

Pajak Reklame 

Pajak Restoran 

Pajak Hiburan 

' 
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No. 

16. 

17. 

No. 

101 

Nomor dan Tanggal Perda 
Tentang 

Kota Tual 
Nomor 16 Tahun 2010 Perubahan APBD Kota Tual 

Tanggal 25 November 2010 

LD. 25 TLD.3035 

Nomor 17 Tahun 2010 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Tanggal 25 November 2010 Anggaran 2009 

LD. 26 TLD.3036 

REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL 

TAHUN 2011 

Nomor dan TanggalPerd;---,---1 -------- ' 
Tentang 

1

1 

Kota Tual 1 

--1.--+--N-o_m_o __ r_01 Tahun 2011.- --- -~A~ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1. 

Tanggal 21 Januari 2011 1 Kota Tual 
1 

2. 

LD. 11 TLD.4037 I I 
Nomor 02 Tahun 2011 ---r Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Tanggal31 Januari 2011 i _
1

1

1 LD. 28 TLD.4038 , 
3. [ Nomor 03 Tahun 2011-----:-- Retribusi lzin Usaha Perikanan I 

Tanggal 09 September 2011 i I 
LD. 29 TLD.4039 ____ ,________ 1 

Nomor 04 Tahun 2011 [ Retribusi Pelayanan Tera I Tera Ulang I 
Tanggal 09 September 2011 I I 

LD. 30 TLD.4040 --------+ -Ill, 
Nomor 05 Tahun 2011 ! Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

4. 

5. 
Tanggal 09 September 2011 ! Penduduk & Akta Catatan Sipil Kota Tual I 

31 TLD 4041 : I 
-6-- mar 06 Tahun 2011-- ~- ---- --Retribusi lzin Trayek ) 

Tanggal 09 September 2011 I I 

7 

8. 

~~-~~r ~~DT:~~~ 20ll- -~- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor I 
Tanggal 09 September 2011 

LD. 33 TLD.4043 

Nomor 08 Tahun 2011 

Tanggal 09 September 2011 

LD. 34 TLD.4044 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 

r---r--------------+--------------------------------~ 
9. 

10. 

11. 

12. 

Nomor 09 Tahun 2011 

Tanggal 09 September 2011 

LD. 35 TLD.4045 

Nomor 10 Tahun 2011 

Tanggal 09 September 2011 

LD. 36 TLD4046 

Nomor 11 Tahun 2011 

Tanggal 01 Desember 2011 

LD. 37 TLD4047 

Nomor 12 Tahun 2011 

Tanggal 01 Desember 2011 

LD. 38 TLD4048 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Tual 

Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Lingkup 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual 

Pertanggungjawaban APBD Tahung Anggaran 2010 

Perubahan APBD Tahung Anggaran 2011 
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No. 
Nomor dan Tanggal Perda 

Kota Tual 
13. Nomor 13 Tahun 2011 

Tanggal 31 Desember 2011 

LD. 39 TLD.4049 

14. Nomor 14 Tahun 2011 

Tanggal 31 Desember 2011 

LD. 40 TLD.4050 

15. Nomor 15 Tahun 2011 

Tanggal 31 Desember 2011 

I LD. 41 TLD.4051 

16. [ Nomor 16 Tahun 2011 

1 Tanggal 31 Desember 2011 
I ! LD 42 TLD.4052 
,_ ---j-·----------

1 17. l Nomor 17 Tahun 2011 i 

102 

Tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tual pada 

Perseroan Terbatan Bank Pembangunan Maluku 

Cabang Tual 

Retribusi Pelayanan Kesehata n 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

' 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi I 

------ _______ , 
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan i 

I 

I i Tanggal31 Desember 2011 I 

L--~ LD. 43 TLD.4053 _TI___ _ ______ ___j 
I 18. I' Nomor 18 Tahun 2011 Retribusi Terminal I 

I 
1 

Tanggal 31 Desember 2011 [ J 1 

i I LD. 44 TLD.4054 l 
)19-. -~ Nomor 19 Tahun 2011 

1

----- Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 

[ [ Tanggal31 Desember 2011 . 
f--.- : LD. 45 TLD.4055 I ' 
I 20 I Nomor 20 Tahun 2011 --T Retnbus1 lzm Tempat PenJualan Mmuman Beralko~l 
[ I Tanggal 31 Desember 2011 i . 
~ --· I LD 46 TLD 4056 --+------- _J 
1 21. j Nomor 21 Tahun 2011 j Retnbus1 lzm Gangguan I 

I 
1 Tanggal 31 Desember 2011 1 

I LD. 47 TLD 4057 I 
r-----2-2-. -r Nom;:--22 Ta~2o11 ______ 1_ 

I Tanggal 31 Desember 2011 ! 
LD. 48 TLD.4058 I 

23 Nomor 23 Tahun 2011 I 
Tanggal 31 Desember 2011 

LD. 49 TLD.4059 

24. Nomor 24 Tahun 2011 

Tanggal 31 Desember 2011 

LD. 50 TLD.4060 

25. Nomor 25 Tahun 2011 

Tanggal 31 Desember 2011 

LD. 51 TLD.4061 

26. Nomor 26 Tahun 2011 

Tanggal 31 Desember 2011 

LD. 52 TLD.4062 

27. Nomor 27 Tahun 2011 
Tanggal 31 Desember 2011 

LD. 53 TLD.4063 

I 

Retribusi P~rkir di Tepi Jalan Umu~------1 
' I 
i 

Retribusi Penyeberangan di Air I 

I 
' 

. ----
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak Air Tanah 

Pembentukan Kecamatan Kur Selatan 

APBD Tahun Anggaran 2012 
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Agama 

Anggota Keluarga 

Alamat Rumah dan Telp. 

No. HP 

Alamat E-mail 

Pengalaman Pendidikan 
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Lampiran 4. 

BIODATA PENULIS 

A bas Ames Hanubun I 0171 064 79 

Tual. 1 Juni 1969 

Laki-laki 

Islam 

Istri - Eva Arit~1h. SE. 

Anak - Aisyah Az Zahra 

- .knina Khairunnisa 

- lbnu Abbas hanubun 

.fl. Raya Fiditan Baru RT 01 RW 01 No.5 Kota 

Tual Provinsi Maluku 

0811.+7198~ 

hanubunaba:·/af.!mail.com __ ./ ...._ 

- SD Muhammadiyah 18 Kalibaru Cilincing Tg. 

Priuk Jakarta Utara Tahun 1984 

- SNlP MTSn. Negcri Tual 1987 

- SMA Negcri 1 Tual 1990 

- Perguruan Tinggi : Universitas Pattimura 

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Tahun 1997 

Tual, September 2014 

Peneliti. 

ABAS AMES HANUBUN 
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HASIL WAWANCARA 

KINERJA DPR KOTA TUAL 

WAKIL KETUA DPRD Ny. EVA FRANSINA BALUBUN: 

Pa Abas: lbu Eva Balubun Wakil Ketua DPRD Kota Tual ada beberapa pertanyaan 

terkait dengan penulisan tesis kami, mungkin mohon menjawab beberapa 

pertanyaan, Pertanyaan pertama menurut ibu, apakah terdapat pedoman 

pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian? 

lbu Eva : iya makasih atas pertanyaannya, ini lebih khusus tentang fungsi dan tugas 

pokok dalam DPRD, iya, pa abas ya? Kalau menurut saya dan memang 

selama ini te~adi dalam DPRD ini masing-masing kita pada masing-masing 

dengan mempunyai tugas dan tupoksi masing-masing jadi baik itu pimpinan 

dengan tupoksinya sendiri, alat kelengkapan dewan semua dengan tupoksi­

tupoksi sendiri jadi mereka sendiri melaksanakan tugas dan tupoksi sesuai 

dengan tugas pokok mereka itu sendiri 

Pa Abas : Pertanyaan kedua jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk 

tertulis atau sekedar pedoman lisan? 

lbu Eva : kalau mau dibilang pedoman tertulis dan tidak tertulis atau lisan juga ada, 

kan yang menjadi payung hukum kita adalah tata tertib kita, tata tertib yang 

menjadi panduan menjadi payung hukum kita itu yang menjadi acuan untuk 

kita baik itu pimpinan maupun komisi dan alat kelengkapan dewan pada 

DPRD tetap mengacu pada tata tertib kita. 

Pa Abas : baik ibu, pertanyaan yang berikut adalah Selama ini apakah yang menjadi 

ruang lingkup tugas pokok ibu? 

lbu eva : yang menjadi ruang lingkup tugas pokok saya yaitu mengatur dan misalnya 

membuat undangan, bagaimana kelancaran tugas pokok DPRD bisa 

be~alan dan misalnya buat undangan lalu memimpin sidang dan kemudian 

mungkin kita bisa koordinasi hal-hal yang terkait juga dengan kelancaran­

kelancaran DPRD ini dengan Pemerintahan maupun dengan masyarakat. 

Pa Abas : Pertanyaan berikut Apakah terdapat target kine~a dilingkungan ke~a 

saudara? 

lbu Eva : iya tentu semua lembaga semua orang mempunyai target dalam lingkungan 

ke~a masing-masing, apalagi kita sebagai pimpinan Dewan target kita 

misalnya agenda masa sidang yang ditetapkan kita harus bagaimana 
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mencari, membuat sesuatu untuk target kita itu bisa berjalan, masa sidang 

kita, agenda-agenda kita bias be~alan dengan baik. 

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut adalah Target kine~a seperti apa yang ada di 

bidang tugas saudara? 

lbu Eva : lya, tadi yang saya bilang itu misalnya agenda masa sidang, misalnya ada 

dalam 1 tahun ada 3 agenda masa sidang, masa sidang pertama agenda­

agendanya apa, targetnya harus masa sidang pertama itu agenda yang 

ditetapkan harus be~alan dengan baik, demikian masa sidang kedua dan 

masa sidang ketiga. 

Pa abas : Pertanyaan yang berikut adalah Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, 

apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

lbu Eva : iya kalau target ada berbentuk tertulis dan ada juga berbentuk lisan. 

Pa Abas : Pertanyaan berikut adalah Apakah saudara pernah mencapai target kine~a 

yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

lbu Eva : iya, ini lebih khusus dengan apa bidang tugas pokok ya di DPRD? 

Memang setiap kita mempunyai target dan target kinerja secara optimal 

memang ada, tadi pertanyaan Jika pernah kapan saudara mencapai target 

tersebut, misalnya kita membuat suatu undangan kita targetnya masa sidang 

ini kita be~alan agenda ini, misalnya saya ambil contoh kaya kemarin, masa 

sidang ketiga tahun 2012 target kita adalah pembahasan perubahan APBD 

2012 dan target selanjutnya itu pembahasan APBD 2013, yaitu tepat waktu 

dan kita mampu menyelesaikan itu. 

Pa Abas : Pertanyaan berikut adalah Apa sebenarnya wujud kine~a yang saudara 

capai di DPRD Kota Tual? 

lbu Eva : wujud kine~a misalnya seperta apa, mohon maaf saya mungkin bertanya 

sedikit kembali kepada saudara penanya, supaya saya bisa menjawab 

dengan baik ? 

Pa Abas : Wujud artinya capaian yang secara nyata (realisasi) 

lbu Eva : Kalau wujud capaian ini saya berpikir juga ada beberapa yang selalu kita 

be~alan dengan baik, misalnya capaian-capaian kita misalnya kaya komisi, 

kaya komisi B kemarin kita misalnya turun kalau ada uas ya, kita turun ke 

sekolah - sekolah dan capaian itu terjadi dan juga misalnya ada masalah 

yang dibawahkan oleh masyarakat kita mampu melaksanakan ya kita 

16/42074.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



laksanakan dan salah satu yang paling terdesak misalnya ada demo, ada 

demo kita langsung menerima dan merespon itu, langsung merespon 

Pa Abas : Baik terima kasih, Pertanyaan 2 dari terakhir jadi peratnyaan berikut adalah 

Menurut lbu faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan 

turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir 

ini? 

lbu Eva : ya saya pikir faktor yang paling utama Penyebab segala sesuatu yaitu tidak 

menjadi rahasia umum lagi yaitu kinerja dari sekretariat DPRD kota tual yang 

tidak mampu, mohon maaf saya bilang tidak mampu karena ini kenyataan 

sudah 3 tahun kita berjalan ini bukan hanya seakan-akan kita menuding 

orang tanpa punya bukti atau lain sebagainya, tapi 3 tahun kita berjalan kita 

tetap bertahan dengan ton-ton (irama) lama saja seperti begitu jadi misalnya 

kine~ a dari sekretariat dewan yang bag us, yang optimal, ya.. kita target 

pencapaian target agenda-agenda kita dan lain sebagainya itu dapat 

be~alan dengan seoptimal dan kenapa saya katakan demikian karena 20 

putra-putri terbaik di DPRD kota tual ini adalah putra-putri yang paling 

terbaik di Kota Tual dan saya bersyukur terhadap Tuhan dan leluhur bahwa 

memilih putra-putri ini yang terbaik, mempunyai kemampuan, loyalitas, 

kemampuan yang sangat tinggi, hanya saja, misalnya kita mempunyai 

kemampuan dengan target yang mencapai 100 %, apakah minimal 90% 

tetapi tidak ditunjuang dengan secretariat dewan, ya ... mohon maaf saja kita 

berbicara namun semua itu akan gagal, jadi . . yang menjadi penyebab 

turunnya kinerja DPRD itu tergantung dalam kinerja secretariat DPRD yang 

diperbantukan untuk membantu DPRD kota tual 

Pa Abas : baik ibu, pertanyaan terakhir dari wawancara ini yang terakhir Bagaimana 

sistim pengambilan keputusan di Kantor lbu dan apakah melibatkan semua 

unsur atau semua stat? 

lbu Eva : Kalau sistim pengambilan keputusan itu selalu kita demokratis, selalu ada 

rapat-rapat tidak pernah pimpinan mengambil keputusan sendiri selalu kita 

demokrasi kita rapat bersama-sama untuk mencari mufakat yang kemudian 

suara terbanyak itu adalah keputusan itu yang kita jalankan, baik itu juga 

dalam rapat-rapat internal maupun rapat-rapat paripurna, yang melibatkan 

20 anggota dewan, pimpinan dan anggota dewan sementara unsur 

melibatkan unsur staf ini tidak sebagai pengabilan keputusan mereka hanya 
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Pa Abas 

diperbantukan untuk membantu dewan untuk kelancaran tugas-tugas pokok 

dewan dari hari dalam masa periode kita pada tahun 2009-2014 ini 

Baik ibu Eva fransina balubun terima kasih atas wawancara singkat kami 

dalam rangka memboboti dan menyepurnakan tesis kami pada Universitas 

Terbuka, terima kasih. 
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KETUA KOMISI C, LUKMAN MATUTU, SH : 

Pa Abas : Lukman Matutu, ketua Komisi C DPRD Kota Tual terkait dengan 

penyelesaian dan penyempurnaan tesis saya pada Universitas Terbuka 

ada beberapa pertanyaan yang kami mendapat penjelasan dari pa 

Lukman, yang pertama , menurut bapak, apakah terdapat pedoman 

pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing 

bag ian? 

Pa Lukman : Ya ada, yang jelasnya bahwa pedoman itu tetap ada dan langsung pada 

Pa Abas 

pertanyaan kedua tertuang dalam bentuk tertulis sebagaimana yang telah 

diatur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Tual 

: baik, pertanyaan ke dua, pertanyaan ke dua sudah di jawab sekaligus 

dengan pertanyaan pertama maka pertanyaan ketiga adalah selama ini 

apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak? 

Pa Lukman : itu yang pertama, untuk komisi C itu, yang menjadi ruang lingkup kita yaitu 

Pa Abas 

yang pertama bidang keuangan dan pembangunan yang menjadi tugas 

pokok kami selain itu ada juga perhubungan dan lain-lain beberapa SKPD 

yang merupakan bidang tugas dari sisi keuangan dan pembangunan 

: baik, pertanyaan yang berikut Apakah terdapat target kine~a dilingkungan 

kerja saudara? 

Pa Lukman : ya ada, ada target yang merupakan sasaran kami dari sisi kinerja ke~a 

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut adalah Target kine~a seperti apa yang ada di 

bidang tugas saudara? 

Pa Lukman : kalau khusus untuk Keuangan atau SKPD yang merupakan mitra kerja 

kami, yang pertama itu kami secara rutin meminta mereka untuk 

melakukan pelaporan secara triwulan terhadap realisasi anggaran, yang 

kedua kami akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran itu 

apakah dari seluruh SKPD yang ada sudah terlaksana atau mencapai 

sesuai dengan sasaran dari pada APBD itu sendiri, kalau dibidang 

Pembangunan atau peke~aan umum kami tetap akan evaluasi proses­

proses tender terhadap setiap kegiatan tender itu sendiri, apakah tender itu 

telah dilaksanakan berdasarkan kepres terkait dengan pengadaan barang 

dan jasa ataukah pelaksanaan tender itu merupakan forrnalitas semata, 

dan yang ketiga khusus terhadap proses tender itu apakah perusahaan 
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Pa Abas 

yang mengikuti tender itu adalah perusahaan milik, pemilik perusahaan itu 

ataukah perusahaan yang merupakan pinjam pakai dari pada peserta 

tender itu sendiri, itu yang merupakan target kami dalam bidang tugas kami 

sebagai ketua komisi C. 

: baik, pa lukman pertanyaan berikut Dalam bentuk apa target kine~a 

tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

Pa Lukman : yang jelasnya bahwa target kami itu secara tertulis karena untuk dapat 

Pa Abas 

mempertanggungjawabkan kine~a itu sendiri maka harus ada laporan yang 

merupakan data reel bagi kami sebagai pedoman untuk dapat 

mengevaluasi laporan itu sendiri 

Pertanyaan berikut Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang 

optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

Pa Lukman : yang jelasnya bahwa kami pada saat awal berada pada komisi A target 

Pa Abas 

kami dalam rangka melaksanakan proses pemilihan kepala desa dengan 

program atau target pertama yaitu melaksanakan pemilihan BPD itu dan 

kedua adalah terpilihnya kepala desa definitive dan sasaran kami itu 

terlaksana hanya ada kendala-kendala untuk beberapa desa itu pada 

komisi A, tapi komisi C sebagai tahun awal bulan dari pada kami sebagai 

ketua komisi C maka persoalan itu belum terlaksana, baru merupakan 

langkah awal dari pelaksanaan tugas di komisi C 

: baik, pertanyaan yang berikut Apa sebenarnya wujud kine~a yang saudara 

capai di DPRD Kota Tual? 

Pa Lukman : dalam kaitan dengan kine~a yang telah dicapai yang pertama yaitu aktifitas 

Pa abas 
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seluruh kegiatan dewan itu telah kami lakukan terutama menyangkut 

tugas-tugas mengikuti bimbingan teknis maupun kegiatan-kegiatan 

orentasi yang telah dilakukan oleh lembaga ini sendiri dan terlepas dari 

pada itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

agenda persidangan itupun juga telah kami laksanakan hanya beberapa 

hal yang tidak sempat terlaksana mengingat dari sisi pembiayaan sehingga 

mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan program itu sendiri. 

: baik pertanyaan yang berikut Menurut Bapak faktor apa yang 

sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kine~a anggota 

DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini? 
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Pa Lukman : yang jelasnya bahwa yang menjadi penyebab utama itu adalah dari sisi 

realisasi anggaran atau dana yang disediakan untuk DPRD lewat 

secretariat itu sering terkendala dari sisi pelaporan keuangan yang 

dilakukkan oleh secretariat DPRD sehingga mengakibatkan pencairan 

dana untuk anggaran pada DPRD juga mengalami kendala itu yang 

menyebabkan sehingga beberapa tugas kinerja DPRD terhambat akibat 

proses pencairan dana melalui pemerintah daerah atau melalui 

pengelolaan keuangan daerah sehingga agenda-agenda itu sering 

tertunda. 

Pa Abas baik pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di 

Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf? 

Pa Lukman : yang jelasnya bahwa mekanisme DPRD itu dalam rangka untuk 

mengambil suatu keputusan itu adalah dilakukan berdasarkan pedoman 

yang ada pada tata tertib, yaitu berdasarkan suara terbanyak jika itu 

dilakukan maka itu biasanya sering dilakukan itu adalah meminta pendapat 

dari fraksi dan selanjutnya akumulasi fraksi dengan jumlah anggota itu 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota berpendapat 1 yang 

terbanyak itu yang menjadi keputusan oleh pimpinan dewan. 

Pa Abas baik, terima kasih pa lukman matutu, SH, ketua komisi C DPRD Kota Tual. 

7 
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KETUA FRAKSI ISLAM DPRD KOTA TUAL (LUKMAN HALIM, ST) : 

Pa Abas : Pa Lukman Halim ketua Fraksi Islam DPRD Kota Tual, kami ada beberapa 

pertanyaan terkait dengan penulisan tesis kami pad a Universitas T erbuka 

ada kira-kira pertanyaan beberapa pertanyaan yang diminta dijawab atau 

penjelasan terkait dengan pertanyaan. Yang pertama menurut Bapak, 

apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan 

fungsi masing-masing bagian? 

Pa Lukman : jadi pertanyaan fungsi bagian ini yang kaya bagaimana, kaitanya dengan 

apa, bagian apa begitu? 

Pa abas : dalam pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Tual terkait dengan bagian 

Fraksi. 

Pa Lukman ; jadi terkait dengan kegiatan atau tugas pokok dalam fraksi kami selama ini 

yang te~adi ini Cuma perencanaan saja tetapi di dalam pelaksanaan itu 

terkendala dengan dana sehingga kegiatan-kegiatan fraksi selam ini Cuma 

sebatas perencanaan tapi aplikasi tidak ada karena dana tidak realisasi. 

Pa Abas : pertanyaan berikut jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk 

tertulis atau sekedar pedoman lisan? 

Pa Lukman : kalau bicara masalah pedoman kaitannya kegiatan tadi selama inikan 

sudah dirancang oleh perencanaan disekretariat DPRD sendiri, Cuma apa 

yang tadi disampaikan dari pertanyaan pertama bahwa pedoman ini sudah 

ada didalam baik didalam perencanaan maupun dalam tatib itu sendiri tapi 

lagi-lagi tidak jalan. 

Pa abas : pertanyaan berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas 

pokok bapak? 

Pa Lukman : jadi, selama 1 periode selesai itu yang kami ke~akan yang utama itu 

membantu tugas DPRD dan kedua melaksanakan amanat yang 

dibebankan dari partai itu sendiri, kemudian yang utama juga itu setiap 

pembahasan misalnya Ranperda ada 1 laporan atau kegiatan yang 

namanya kata akhir fraksi atau sanstering itu te~adi setahun bias 2x, 3x, 

tergantung dari kebutuhan. 

Pa Abas : pertanyaan berikut Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja 

saudara 

Pa Lukman : iya kami mempunyai target 
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Pa Abas : pertanyaan berikut, Target kine~a seperti apa yang ada di bidang tugas 

saudara? 

Pa Lukman : selaku ketua fraksi, target kami yaitu menjaga nama baik dari fraksi itu 

Pa Abas 

sendiri kemudian target kita itu menjaga citra partai terutama partai kami 

partai keadilan sejahtera, kemudian fraksi kami juga gabungan dari PBS 

sehingga apa yang kita ke~akan kita menjaga komunikasi sesama partai 

yang gabungan dari pada fraksi PBS itu sendiri. 

Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kine~a tersebut, apakah 

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

Pa Lukman : selama ini kita kerja atas target tertulis misalnya kita mengikuti tatib yang 

Pa Abas 

tertuang di dalam tatib DPRD itu sendiri kemudian kita berpedoman pada 

amanat dari partai itu sendiri. 

: pertanyaan berikut, Apakah saudara pemah mencapai target kinerja yang 

optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

Pa Lukman : kalau target yang kita capai selama ini, belum 1 00% karen a scedul atau 

Pa Abas 

jadwal yang kita rancang itu tidak sesuai dengan target kita karena kendala 

dana 

: Pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kine~a yang saudara capai di 

DPRD Kota Tual? 

Pa Lukman : yang kami target itu, adalah sebagai wakil rakyat itu segala aspirasi yang 

Pa Abas 

kita terima kita usahakan semaksimal mungkin tapi selama ini lagi-lagi 

terkendala dengan namanya dana. 

: pa Lukman, pertanyaan berikut, Menurut Bapak faktor apa yang 

sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota 

DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini? 

Pa Lukman : jadi yang terutama faktor yang menyebabkan naik turunnya kine~a DPRD 

Pa Abas 
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yaitu hal yang pertama tugas dan tanggung jawab yang kita emban selama 

ini belum optimal, karena regulasi, regulasi yang te~adi selama periode 

kami ini, itu yang membuat sehingga mengganggu kine~a DPRD itu 

sendiri, yang kedua sistim pengolalaan dana yang tidak sesuai dengan 

yang ditetapkan atau dirancang selama ini. 

Pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor 

bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf? 
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Pa Lukman : dari sistim yang kami alami selama ini di kantor, di lembaga wakil rakyat ini 

adalah setiap keputusan melibatkan semua terutama 20 anggota DPRD, 

tidak pernah kita mengambil keputusan itu pribadi atau personal selama 

ini. 

Pa Abas 

10 

: terima kasih, demikian wawancara kami dengan Pa Lukman Halim, ST 

ketua Fraksi Islam DPRD Kota Tual. 
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KETUA KOMISI A, PAULUS RAHAYAAN, SH: 

Pa Abas 

Pa Poli 

Pa Abas 

Pa Poli 

Pa Abas 

Pa Poli 

Pa Abas 

Pa Poli 

Pa Abas 

Pa Poli 
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: baik, Pa Paulus Rahayaan, ketua kornisi A DPRD Kota Tual, terkait 

dengan penilitian saya pada secretariat DPRD Kota Tual dalarn rangka 

penyernpurnaan pernbuatan tesis S2 pada Universitas Terbuka, sya 

rnerninta bantuan kepada ketua kornisi A rnenjawab beberapa pertanyaan, 

baik pertanyaan pertarna rnenurut Bapak, apakah terdapat pedornan 

pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi rnasing-rnasing 

bag ian? 

: baik, terirna kasih. Mernang tentu terkait dengan tugas-tugas pokok kornisi­

kornisi di DPRD itu ada, sesuai dengan arnanat peraturan perundang­

undang yang berlaku, dan juga terkait dengan tata tertib DPRD Kota Tual. 

: pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedornan tersebut dalarn bentuk 

tertulis atau sekedar pedornan lisan? 

: Pedornan tersebut adalah dalarn bentuk tertulis dan juga dalarn bentuk 

lisan yang adanya dalarn bentuk arahan-arahan yang disarnpaikan oleh 

pirnpinan DPRD kepada sernua alat kelengkapan DPRD 

: baik pertanyaan berikut Selarna ini apakah yang rnenjadi ruang lingkup 

tugas pokok bapaklibu? 

: baik, yang rnenjadi ruang lingkup tugas saya selaku ketua kornisi A itu 

tentu ketua kornisi A rnernbidangi hukurn dan pernerintahan. 

: baik, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja bapak? 

: Ya, tentu tugas kornisi ini adalah sebuah penugasan, sebuah kepercayaan 

yang diberikan oleh ternan-ternan anggota DPRD pada kita yang 

rnernbidangi kornisi yang bersangkutan, oleh karena itu, ini rnerupakan 

cita-cita atau harapan visi rnisi dari pada karni dalarn rangka 

rnenyelesaikan akan berbagai tugas-tugas sehubungan dengan tupoksi 

karni kornisi A 

: Pertanyaan yang berikut, Target kine~a seperti apa yang ada di bidang 

tugas saudara? 

: target kine~a seperti apa yang telah karni sarnpaikan tadi bahwa tentu 

kornisi A itu rnernbidangi hukurn dan pernerintahan dan oleh karena itu 

berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas kornisi A baik 

rnenyangkut persoalan-persoalan hukurn maupun terkait dengan 
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Pa Abas 

Pa Poli 

Pa Abas 

Pa Poli 

Pa Abas 
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persoalan-persoalan pemerintahan yang sesuai dengan penugasan­

penugasan atau disposisi-disposisi yang diberikan oleh pimpinan DPRD 

kepada kami tentu ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami 

walaupun dengan berbagai kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang 

kami miliki tetapi kami tetap maksimal dalam menyelesaikan berbagai 

tugas-tugas yang disampaikan. 

: yang berikut Dalam bentuk apa target kine~a tersebut, apakah dalam 

bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

: bahwa tentu selaku ketua komisi A dan semua ternan-ternan ini tugas­

tugas terkait dengan tugas komisi A itu sudah terurai secara jelas 

pembagian tugas alat-alat kelengkapan dewan itu dan oleh karena itu apa 

yang menjadi penugasan kami sesuai dengan arahan, sesuai dengan 

disposisi-disposisi surat yang diberikan oleh pimpinan kepada kami yang 

terkait dengan tupoksi kami tentu itu menjadi harapan kami untuk berupaya 

semaksimal mungkin untuk bisa dapat menyelesaikan sesuai dengan 

tanggung jawab kami 

: baik Pa, Pertanyaan berikut Apakah saudara pernah mencapai target 

kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target 

terse but? 

: kalau terkait dengan target optimal kebutulan karena saya sendiri juga baru 

memimpin komisi A baru sekitar 3 bulan oleh karena itu yang terkait 

dengan target dalam rangka mencapai ini tentu kami belum sebagaimana 

apa yang menjadi pertanyakan disampaikan oleh saudara pa Abas 

Hanubun, tetapi tentu ini merupakan sebuah cita-cita kami sehingga 

berbagai permasalahan yang terjadi, yang kami tetap lebih optimal dalam 

rangka menyelesaikannya 

: baik, pertanyaan ke-8, Apa sebenarnya wujud kine~a yang saudara capai 

di DPRD Kota Tual? 

: yang menjadi wujud kine~a inikan selaku anggota DPRD kami merasa 

bahwa ini adalah panggilan tugas pengambdian dan pelayanan terhadap 

rakyat, oleh karena itu yang terkait dengan wujud kine~a yang kami capai 

adalah bagaimana kami lebih optimal dalam rangka menyelesaikan tugas­

tugas yang terkait dengan fungsi yang ada pada kami dan juga berbagai 

penugasan-penugasan yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan surat-
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surat masuk tapi itu menjadi harapan kami untuk bagaimana kami dapat 

menyelesaikan itu dengan penuh tanggungjawab selaku wakil rakyat. 

: baik, pertanyaan yang ke-9 Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya 

menjadi penyebab naik dan turunnya kine~a anggota DPRD Kota Tual 

selama beberapa tahun terakhir ini? 

: baik, terima kasih, memang tentu terkait dengan dukungan kine~a dari 

anggota DPRD ini tentu bermuara pada secretariat DPRD, karena terkait 

dengan tugas-tugas DPRD ini tentu pembiayaan-pembiayaan yang 

merupakan kewenangan dari pada secretariat DPRD disamping itu juga 

ada pegawai-pegawai secretariat yang ditugaskan di komisi ini juga tetap 

menjadi yang memberikan dukungan yang baik kepada kami tetapi 

persoalan yang kami hadapi selama ini akhir-akhir ini itu di DPRD Kota 

Tual ini tentu kami mengalami kesulitan, kesulitan yang kami hadapi itu 

terkait dengan persoalan-persoalan pembiayaan dan juga kapasitas dari 

pada secretariat DPRD tidak memberikan dukungan yang baik kepada 

kami dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di DPRD. 

: baik, ini pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di 

Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua stat? 

: tentu DPRD dalam rangka pengambilan keputusan, inikan tentu kita tidak 

bias mengambil keputusan secara sendiri-sendiri atau secara keputusan 

sepihak, segala keputusan yang diambil tentu kita melakukan rapat-rapat 

bersama dan dari usul saran pendapat yang berkembang dalam rapat itu 

yang akan kita simpulkan menjadi suatu keputusan sehingga tidak ada 

keputusan yang diambil secara sendiri-sendiri 

: baik, terima kasih pa paulus rahayaan, ketua komisi A DPRD Kota Tual 

16/42074.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Ny. Hj. MUNA KABALMAY) 

Pa Abas : lbu Hj. Muna Kabalmay, Sekretaris DPRD Kota Tualterkait dengan 

penyelesaian penulisan tesis S2 pada Universitas Terbuka, yang ditulis 

oleh saya, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapatkan 

penjelasan dari ibu Sekwan, pertanyaan pertama Apa dan bagaimana 

ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di kantor DPRD 

kota Tuat? 

lbu Muna : baik, terima kasih pak, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan pa 

14 

abas selaku mahasiswa pasca sarjana untuk mendapat gelar S2 pada 

Universitas Terbuka maka yang menjadi tanggung jawab kami sesuai 

dengan pertanyaan ini adalah yang pertama 
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KA SUBAG UMUM DAN RUMAH TANGGA : IBU Hj SITI NURBAYA TAMHER 

PaAbas 

lbu siti 

: lbu Hj Siti Nurbaya Ka Subag Umum dan Rumah Tangga, ada beberapa 

hal yang ingin kami dapatkan penjelasan dari ibu terkait dengan 

penyelesaian tugas akhir pada program pasca sa~ana universitas terbuka, 

pertanyaan pertama Apa dan bagaimana ruang lingkup tugas yang 

menjadi tanggungjawab anda di kantor DPRD kota Tual? 

: pertama tugas saya sebagai kasubag umum dan rumah tangga pada 

sekretariat DPRD Kota Tual, yang pertama merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan tata usaha sekretariat, mengatur mengembalikan 

surat-surat masuk dan surat-surat keluar, mengelola dan mendistribusikan 

naskah dinas dan bahan penting dalam lingkup sekretariat DPRD Kota 

Tual. 

Pa Abas : baik, pertanyan berikut Siapa yang menjadi atasan langsung saudara? 

lbu Siti : atasan langsung saya adalah secretariat Dewan ibu Hj Kiranda Muna 

Kabalmay. 

Pa Abas : baik, pertanyaan yang berikut Apakah dalam kegiatan dan tugas 

lbu Siti 

Pa Abas 

lbu Siti 

PaAbas 

lbu Siti 
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kesehariaan anda merasa puas melaksanakannya? 

: saya merasa puas 

: Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasaan anda dalam melaksanakan 

peke~aan itu? 

: jadi begini bentuk kepuasan saya disini seperti dalam rangka rapat-rapat 

atau sidang-sidang pari puma menyangkut pengurusan pengantaran 

undangan dan lain-lain saya merasa puas karena disini kami sendiri 

sebagai kasubag umum dan rumah tangga juga memiliki kendaraan 

dinasuntuk menyelesaikan atau mengantar undangan sampai ke tempat 

tujuan terutama kepada Bapak-bapak Dewan dalam rangka pari puma juga 

sampai ke tangan bapak-bapak Muspida, SKPD di sekitar Kota Tual, 

: baik, terima kasih, pertanyaan yang berikut Apakah anda mengetahui 

adanya target kine~a yang harus anda capai sehubungan dengan tugas 

anda itu? 

: artinya saya juga mengetahui kine~a saya, Cuma bagaimana kita 

mengetahui target selama ini, seandainya ada rapat-rapat biasanya kita 
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harus konsultasi atau koordinasi dengan pimpinan kita sebagai atasan 

langsung, kalau menurut saya dengan atasan langsung berjalan baik 

Cuma dengan Kabag kurang lancar selama ini karena kabag selalu fakum 

dalam hal ini kadang-kadang juga beliau menyerahkan tugas kepada kami 

selaku kasubag, mungkin saya merasa kurang nyaman juga kalau seperti 

kita ketemu kabag di sekretariat seperti kabag umum. 

: baik, terima kasih, pertanyaan berikut Jika Ya, berapa dan target seperti 

apa yang anda ketahui? 

: target kinerja yang saya ketahui seperti apa yang saya laksanakan setiap 

hari dalam tugas saya, menyangkut kelancaran, perencanaan, 

melaksanakan kegiatan tata usaha, pembinaan kepegawaian, organisasi 

yang mana selama ini saya laksanakan hanya itulah tergantung dari pada 

pegawainya, kehadiran mereka juga selalu saya kasih informasikan bahwa 

kita selalu mengikuti rapat-rapat bersama pimpinan skpd di Kota Tual, 

selalu ditegaskan tentang kehadiran-kehadiranpegawai di Kantor, 

: baik, pertanyaan yang berikut Apakah target tersebut menurut anda 

memadai sesuai dengan tingkat tugas dan tanggungjawab anda? 

: memadai 

: Pertanyaan berikut Selama anda bekerja bagaimana anda mencapai target 

pekerjaan yang ada? 

: target pekerjaan yang ada seperti penyampaian surat, displin masuk keluar 

kantor, kegiatan yang berhubungan dengan urusan dan pemeliharaan 

kebersihan, mengatur menyiapkan ruang tempat sidang untuk kepentingan 

pimpinan dan anggota DPRD maupun secretariat, pengadaan, 

pendistribusian dan penyimpanan peralatan perlengkapan. 

: baik, pertanyaan berikut Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa 

jalan yang anda lakukan? 

: kalau tidak tercapai berarti saya tidak sukses, karena saya sendiri yang 

selalu disiplin dari masuk keluar kantor, berpakaian seragam yang sopan 

dan rapi, jadi kalau tidak tercapai maka saya tidak sukses. 

: baik pertanyaan terakhir Menurut anda, factor apa yang menjadi kendala 

bila terjadi target kinerja pekerjaan saudara tidak tercapai? 

: yang menjadi kendala dalam mencapai target kinerja adalah 

1. Tingkat kehadiran pegawai 
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Pa Abas 

KETUA BADAN LEGESLASI (M. RUMTHE) 

: M. Rumthe, ketua badan legeslasi DPRD Kota Tual terkait dengan tulisan 

tesis pada universitas terbuka, kb utulan lokasi penelitian saya di DPRD 

Kota Tual, ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan untuk 

mendapat penjelasan dari bapak, yang pertama menurut Bapak, apakah 

terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi 

masing-masing bagian? 

Pa Rumthe : kalau bicara pedoman maka ada, jadi DPRD melaksanakan tugas sebagai 

Pa Abas 

lembaga legeslatif memiliki pedoman untuk melaksanakan masing-masing 

fungsi itu 

: Pertanyaan yang kedua, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam 

bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan? 

Pa Rumthe : tertulis, pertama tatib, kedua agenda-agenda yang ditetapkan dalam 

paripurna untuk dilakukan oleh setiap masa siding yang berlaku dalam 1 

tahun siding berkenaan 

Pa Abas : baik, terima kasih. Pertanyaan yang ke-3 Selama ini apakah yang menjadi 

ruang lingkup tugas pokok bapak? 

Pa Rumthe : jadi di DPRD ini 5 tahun, jadi ruang lingkup ke~a saya dibagi dalam alat 

PaAbas 
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kelengkapan Dewan, jadi pertama saya di Komisi B berarti berhubungan 

dengan mitra-mitra pesemakmuran di kota Tual, dinas-dinas yang 

berhubungan dengan itu, kalau saat ini masa paruh kedua saya di komisi C 

berarti berhubungan soal keuangan dan pembangunan di daerah kota 

tualitu ruang lingkup saya, juga soal Legeslasi, selaku ketua Badan 

Legeslasi maka memiliki ruang lingkup . ke~a yaitu soal bagaimana 

menghasilkan Perda-perda yang ada di kota tual baik itu perda inisiatif 

maupun perda-perda usulan dari pemerintah kota tual, lalu bagaimana 

mengakomodir aspirasi rayat berdasarkan tupoksi yang adaselaku wakil 

rakyat kota tual untuk diintervensi masuk dalam kepentingan besar 

pembangunan kota tual yaitu APBD. 

: Pertanyaan yang berikut, Apakah terdapat target kine~a dilingkungan ke~a 

saudara? 
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Pa Rumthe : jadi kalau kita bicara target kine~a memang jelas ada, karena kita bicara 

target kine~a berselaras dengan anggaran berbasis kine~a, kalau 

berbicara anggaran berbasis kine~a maka target jelas, input, output, 

outcome sudah jelas disitu, kalau dokumen-dokumen seperti RKA, DIPA 

itu menggambarkan target kine~a dilingkungan kita. 

Pa Abas : Pertanyaan ke-5, Target kine~a seperti apa yang ada di bidang tug as 

saudara? 

Pa Rumthe : saat ini ada ranperda-ranperda, seperti ranperda PDAM, ranperda Sasi, 

ranperda lain-lain yang merupakan kepentingan mendesak didaerah ini 

memang di dalam periode paruh pertama masa sidang pertama ini 

memang harus menjadi target kine~a harus diselesaikan, selain perda­

perda lain yang mungkin akan menyusul kemudian berdasarkan kebutuhan 

daerah ini. 

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Dalam bentuk apa target kine~a tersebut, apakah 

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

Pa Rumthe : target kine~a itu tertulis, jadi selain ada diagenda masa sidang pertama ini 

kan ada pembahasan perda-perda, itu menjadi indikator kita untuk 

melakukan tugas proses ranperda-ranperda itu menjadi perda melalui 

mekanisme DPRD. 

Pa Abas Pertanyaan yang ke-7, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja 

yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

Pa Rumthe : Khusus DPRD Kota Tual, selama ini target kine~a tidak optimal, ini harus 

saya buka, karena ini sebuah realitas, karena kalau kita bicara optimal ada 

variable-variabel pendukungnya, antara lain kine~a secretariat DPRD juga 

dukungan financial atau pembiayaan, juga dukungan eskalasi politik yang 

ada di DPRD sehingga beberapa variable itu menjadi pendukung utama, 

variabel- variabel itu selama ini memang terasa tidak optimal untuk 

mendukung kine~a DPRD tetapi juga kemampuan memenej, bagaimana 

kemampuan managerial pimpinan DPRD itu sendiri menjadi sesuatu yang 

memegang peranan penting untuk mencapai target kine~a yang harus kita 

capai berdasarkan tujuan lembaga ini secara komperensif. 

PaAbas 
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: Pertanyaan yang berikut, Apa sebenamya wujud kine~a yang saudara 

capai di DPRD Kota Tual? 
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Pa Rumthe : kalau bicara keterpanggilan menjadi wakil rakyat, maka wujud kine~a 

adalah bagaimana berbagai intervensi kepentingan masyarakat melalui 

reses, melalui aspirasi yang dihimpun itu bias dapat diwujudkan dalam 

program ke~a pembagunan pemerintah kota tual itu sendiri yaitu APBD 

kota tual. 

Pa Abas : pertanyaan ke-9, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi 

penyebab naik dan turunnya kine~a anggota DPRD Kota Tual selama 

beberapa tahun terakhir ini? 

Pa Rumthe : jadi sudah saya sebutkan tadi yang pertama, ternan-ternan yang 

mendukung kita itu seperti secretariat dewan, tetapi yang beriku juga 

sumber-sumber daya manusia, sumber daya manusia DPRD itu sendiri 

yang perlu juga menjadi faktor-faktor penyebab sehingga turun naik 

sebuah kine~a. jadi tidak hanya ternan-ternan, variabel ekstemalnya tetapi 

variabel internal juga menentukan yaitu sumber daya manusia DPDR itu 

sendiri secara personifikasi. 

Pa Abas : pertanyaan yang terakhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di 

Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua stat? 

Pa Rumthe : jadi keputusan itu, dikatakan keputusan apabila diputuskan di Pari puma, 

maka untuk sampai ke pari puma maka ada mekanisme tahapan-tahapan 

sampai ke situ, misalnya permasalahan komisi,komisi membahas di komisi 

dulu setelah itu komisi mengusulkan kepada pimpinan untuk diteruskan 

kepada pari puma sehingga ada keputusan tentang itu, jadi 

pembahasannya ada pada alat-alat kelengkapan dewan, misalnya APBD, 

mengambil keputusan maka Badan Anggaran, Pemerintah Kota Tual 

membahas bersama Tim/Badan anggaran DPRD dalam proses itu terus 

diminta mekanisme berikutnya meminta persetujuan di paripuma sebagai 

forum tertinggi untuk memutuskan sebuah keputusan yang ada di DPRD. 
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KETUA FRAKSI DEMOKRASI KEBANGSAAN INDONESIA : ABET TETLAGENI 
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: Pa Abet Tetlageni ketua Fraksi Demokrasi kebangsaan Indonesia DPRD 

Kota Tual, dalam rangka perbaikan penulisan tesis S2 saya pada 

universitas terbuka, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami 

dapatkanmasukan-masukan, yang pertama menurut Bapak, apakah 

terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi 

masing-masing bagian? 

: selaku ketua fraksi demokrasi kebangsaan Indonesia DPRD itu ada 3 

tugas pokok, pertama bersama pemerintah kota tual membuat APBD, 

kedua bersama juga pemerintah kota tual membuat perda (peraturan 

daerah) yang merupakan rancangan yang dibawahkan ke paripurna untuk 

disahkan atau ditetapkan, yang ketiga adalah fungsi pengawasan, adalah 

bagian yang paling penting, yang melekat pada semua anggota DPRD 

yang lebih khusus lagi ketua fraksi, dimana DPRD mempunyai fungsi 

pengawasan terhadap kine~a pemerintah kota tual dalam hal 

kesejahteraan masyarakat 

: pertanyaan ke-2 jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk 

tertulis atau sekedar pedoman lisan? 

: kalau pedoman tertulis dan lisan, itu bagi saya sah-sah saja tinggal nanti 

dimasukan dalam tertulis sehingga menjadi catatan untuk penunjang tugas 

dan tanggung jawab, (error) rekan saya untuk memperbaiki mata kuliah 

terse but 

: pertanyaan ke-3, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas 

pokok bapak? 

: yang menjadi tugas pokok anggota DPRD kota tual itu yang pertama harus 

hadir dalam DPRD, yang kedua semua surat-surat masuk dari masyarakat 

baik itu lewat komisi maupun alat kelengkapan dewan yang lain itu perlu 

dibahas dan akan diselesaikan dalam waktu yang dekat sehingga dapat 

menjawab apa yang diinginkan masyarakat 

: pertanyaan berikut atau pertanyaan ke-4, Apakah terdapat target kine~a 

dilingkungan ke~a saudara? 
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: target kine~a itu adalah pertama DPRD mempunyai kewajiban untuk harus 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah kota tual 

dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat baik merupakan program 

ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan bersama DPRD kota 

tual. 

: Pertanyaan ke-5, Target kine~a seperti apa yang ada di bidang tugas 

saudara? 

: target saya selaku DPRD selaku ketua fraksi biasanya juga ada target­

target yang terdiri dari rapat-rapat fraksi membahas tentang hal-hal terkait 

dengan kepentingan masyarakat juga ada target-target seperti DPRD 

harus melakukan reses dan pengawasan yang turun langsung kepada 

masyarakat sehingga mengetahui bagaimana keinginan masyarakat demi 

untuk kesejahteraan 

: petanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kine~a tersebut, apakah 

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

: Errrrrrrooor 

: Nomor 7, Apakah saudara pemah mencapai target kine~a yang optimal? 

Jika pemah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

: target-target yang pemah saya alami selaku anggota DPRD dan ketua 

Fraksi pertama, di dalam fraksi itu sendiri ada te~adi perbedaan-perbedaan 

politik karena faksi demokrasi kebangsaan Indonesia adalah terdiri dari 

partai politik, saya sendiri dari POl perjuangan dan tidak mencapai fraksi 

utuh sehingga ada 5 partai pilitik yang tergabung kemudian kine~a kita itu 

mendistribusi anggota-anggota fraksi di dalam tugas-tugas konkrit seperti 

pembentukan pansus-pansus, baik terhadap pansus raskin, BBM dan 

maupun pansus jalan raya yang pernah disampaikan masyarakat kota tual 

: Pertanyaan berikut, Apa sebenamya wujud kine~a yang saudara capai di 

DPRD Kota Tual? 

: wujud ke~a nyata saya capai adalah, semua aspirasi dari pada masyarakat 

kota tual, telah disikapi serius oleh fraksi saya maupun seluruh ternan­

ternan DPRD yang be~umlah 20 orang, kita bawah dalam rapat internal 

sampai kepada rapat paripuma untuk menetapkan baik terhadap APBD, 

LKPJ, atau peraturan-peraturan daerah bahkan surat-surat masuk yang 
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perlu kita selesaikan karena itu merupakan kinerja kita untuk mencapai 

suatu tujuan yang baik dan itu merupakan tanggung jawab wakil rakyat 

: pertanyaan berikut, petanyaan yang ke-9, Menurut Bapak faktor apa yang 

sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kine~a anggota 

DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini? 

: Faktor-faktor yang menghambat kinerja DPRD banyak sekali pertama 

adalah anggaran-anggaran DPRD yang realisasinya tidak tepat waktu 

sehingga menghambat kinerja DPRD untuk tugas-tugas keluar karena 

DPRD tugas keluar itu adalah berdasarkan perintah undang-undang 

sehingga DPRD beke~a untuk membnatu pemerintah kota tual dan 

merupakan mitra ke~a untuk memperbaiki kepentingan-kepentingan 

masyarakat dari sisi anggaran maupun kesejahteraan-kesejahteraan yang 

lain dan memang itulah merupakan factor menjadi kendala DPRD selama 

saya menjadi anggota DPRD. 

: Pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor 

bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf? 

: ya.. selam saya di DPRD ada terjadi dan kita maklumi bahwa DPRD 

merupakan lembaga Politik sehingga harus ada koordinasi yang baik, baik 

antar lintas fraksi maupun lintas komisi-komisi bahkan alat kelengkapan 

dewan yang lain sehingga mencari solusi dengan pihak secretariat DPRD 

kota tual untuk memperbaiki hal-hal yang dasat merugikan kami dan juga 

merugikan rakyat banyak di kota tual 
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KETUA FRAKSI GOLKAR : FADILA RAHAWARIN, S.Pi 

: Baik, Pa Fadila Rahawarin ketua fraksi Golkar DPRD kota tual terkait 

dengan tugas akhir penulisan tesis pada universitas terbuka mungkin kami 

ingin mendapatkan/menyampiakan beberapa pertanyaan terkait dengan 

tugas pokok bapak sebagai ketua fraksi golkar di DPRD kota tual, yang 

pertama, menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan 

atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian? 

Pa fadila : yang pertama sebagai anggota DPRD pasti mendapatkan tugas pokok dan 

Pa Abas 

fungsi masing-masing bagian, jadi secara pasti setiap anggota DPRD tetap 

kami dibekali dengan tugas-tugas pokok itu, untuk itu saya ketua fraksi 

menyatakan benar bahwa tugas pokok masing-masing fungsi dan bagian 

itu ada pada anggota DPRD. 

: baik pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam 

bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan? 

Pa fadila : Yang kami ketahui dan kami ikuti selama di DPRD Kota Tual bahwa 

pedoman tertulis dan dan pedoman lisan itu tetap ada, pedoman tertulis 

yang diamanatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku 

kemudian pedoman lisan yaitu ketika DPRD melakukan kegiatan diluar 

daerah dalam bentuk bintek atau workshop itu terkait dengan tugas dan 

tanggung jawab serta fungsi masing-masing anggota DPRD 

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup 

tugas pokok bapak? 

Pa Fadila : sebagai ruang lingkup dan tugas pokok saya sebagai ketua Fraksi itu yang 

24 

pertama tanggung jawab fraksi sebagai perpanjangan tangan dari partai 

politik maka secara otomatis keinginan dan aspirasi dari pada masyarakat 

kami akan meneruskan ke fraksi untuk ditindaklanjuti dalam persidangan­

persidangan DPRD untuk di responi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah 

dalam bentuk pembahasan APBD maupun dalam penetapan-penetapan 

perda yang berkaitan dengan kepentingan rakyat yang disalurkan oleh 

fraksi yang kami anut yaitu fraksi partai golkar 
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Pa Abas : pertanyaan yang berikut, Apakah terdapat target kine~a dilingkungan ke~a 

saudara? 

Pa Fadila : secara otomatis sebagai ketua fraksi mapun fraksi kami tetap mempunyai 

Pa Abas 

target, target yang pertama yaitu kepentingan rakyat terakomodir lewat apa 

yang menjadi muatan dalam APBD itu sendiri kemudian yang berikut 

dalam kaitannya dengan komonikasi kepada pihak pemerintah baik itu 

pemerintah daerah, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat dalam 

keinginan rakyat kami akan tindaklanjuti 

: pertanyaan berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas 

saudara? 

Pa Fadila : target yang ada pada bidang tugas kami yaitu bagaimana meyakinkan 

Pa Abas 

pemerintah daerah dalam kaitannya dengan keinginan-keinginan dan 

aspirasi masyarakat itu dapat terlaksana dan terwujud sehingga apa yang 

menjadi rintihan dan harapan rakyan itu dapat terakomodir dalam setiap 

tahun anggaran APBD itu be~alan karena bagi kami fraksi partai golkar 

adalah suara golkar suara rakyat maka aspirasi rakyat itu akan kami 

teruskan untuk kami mendapat target sehingga ditahun-tahun berikutnya 

pemilihan legislative pada tahun yang akan datang rakyat akan tetap 

memberikan respond an memberikan dukungan kepada kami partai golkar 

karena kami partai golkar adalah menyampaikan aspirasi rakyat untuk 

diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah 

: Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kine~a tersebut, apakah 

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

Pa Fadila : yang jelasnya dalam bentuk tertulis dan pedoman lisan itu tetap kami 

Pa Abas 

sampaikan dalam persidangan-persidangan pembahasan APBD itu kami 

sampaikan dalam paripuma resmi dan kemudian dituangkan dalam 

pedoman-pedoman tertulis itu yaitu steel multifering atau yang dikenal 

sebagai kata putus faraksi sehingga apa yang diinginkan oleh rakyat selalu 

kami salurkan dalam 2 bentuk itu tertulis dan bentuk lisan. 

: Pertanyaan yang berikut, Apakah saudara pemah mencapai target kine~a 

yang optimal? Jika pemah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

Pa Fadila : dalam 5 tahun ketika kami berada di DPRD dan tanggung jawab kami 
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sebagai fraksi kami optimal dalam membangun komunikasi lintas fraksi 

dan masing-masing anggota dalam kaitannya keinginan rakyat terakomodir 
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dan terwujud sehingga yang dituangkan dalam APBD itu dapat be~alan 

dengan sukses tanpa hambatan dan tidak ada ganjalan sedikitpun 

sehingga menurut kami dalam kurun waktu 4, 3 tahun ini sudah mau 

masuk 4 tahun, kami mencapai tingkat kine~a menurut kami dan partai 

kami, penilaian partai kami terhadap tanggung jawab kami di DPRD itu 

maksimal dan optimal, syukur Alhamdulillah rekan-rekan dari fraksi dan 

partai yang mempunyai perwakilan DPRD kota tual juga menyampaikan 

hal yang sama karena yang kami miliki dalam kontes komunikasi politik 

maupun hubungan emosional keseharian kami tunjukan untuk apa yang 

menjadi tanggung jawab kami tercapai demi kepentingan rakyat di wilayah 

kota tual 

Pa Abas : Pertanyaan yang berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara 

capai di DPRD Kota Tual? 

Pa Fadila : Wujud kinerja yang dimaksudkan dari kami di fraksi golkar maupun secara 

PaAbas 

pribadi yitu wujud pertama sekali keinginan rakyat terakomodir sehingga 

proses pembangunan di wilayah kota tual dapat berjalan dengan sukses 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dan yang diamanatkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam APBD 

setiap tahun anggaran. 

: Pertanyaan yang berikut, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya 

menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual 

selama beberapa tahun terakhir ini? 

Pa Fadila : yang pertama faktor yang mempengaruhi naik turunnya kine~a. berangkat 
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dari sisi kualitas, pelayanan dari Sekwan sebagai pengguna anggaran dari 

sisi administrasi kemudian yang kedua tergantung dari pada komunikasi 

politik antara masing-masing fraksi dalam kaitannya dengan perjalanan 

pemerintahan dalam momentum memasuki proses pemilihan Bupati, Wali 

kota terutama kami diwilayah kota tual ini secara otomatis seluruh fraksi 

yang punya dan partai yang punya utusan di DPRD yang tergabung dalam 

fraksi juga akan melakukan maneuver-manuver politik untuk mendorong 

kandidatnya maju pada pemilihan wali kota tual dengan sendirinya dapat 

berpengaruh kepada aktivitas DPRD btetapi perlu kami sampaikan dalam 

kontes pembiayaan APBD untuk yang ada pada DPRD kota tual secara 
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real itu kesalahan maupun kelemahan ada pada pengelola secretariat 

DPRD. 

Pa Abas : Pertanyaan yang akhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di 

Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf? 

Pa Fadila : dari pengambilan keputusan dari sistim yang ada di DPRD kota tual itu ada 
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beberapa sistim pemgambilan keputusan - keputusan dalam bentuk 

pimpinan kolektit koligeal, keputusan dalam bentuk pari purna yang 

disetujui oleh seluruh anggota DPRD, keputusan yang diambil antara 

pimpinan dgn stat dalam arti stat ini stat sekretariat dalam kaitannya 

dengan kelancaran administarsi secretariat DPRD untuk memperlancar 

roda proses agenda-agenda DPRD kemudian yang berikut pengambilan 

keputusan dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang 

disalurkan oleh DPRD mapun melewati traksi partai golkar DPRD kota tual 
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Pa Lada 

Pa abas 

Pa Lada 

Pa Abas 
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KABAG KEUANGAN SEKRETARIS DPRD: LADATIMU, SE 

: Pa ladatimu Kabag keuangan secretariat DPRD Kota Tual, dalam rangka 

penyelesaian tugas akhir studi S2 pada Universitas Terbuka, ada beberapa 

pertanyaan yang kami ingin dapatkan informasi, yang pertama Apa dan 

bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di 

kantor DPRD kota Tual? 

: jabatan saya di Sekretariat DPRD Kota Tual adalah kepala bagian 

keuangan, tugas saya disini selaku PPK yang meverifikasi semua 

peke~aan yang ada secretariat DPRD menyangkut masalah keuangan 

menyangkut fisik maupun non fisik, tugas pokok saya disini pertama 

membantu sekwan merumuskan dab menyusun rencana strategi sekretaris 

DPRD kota tual, yang kedua melakukan koordinasi dalam rangka 

pengelolaan keuangan secretariat DPRD kota tual sesuai ketentuan yang 

berlaku, yang ketiga menyelenggarakan pembinaan teknis keuangan 

lingkup secretariat DPRD kota tual, yang ke empat menyusun rencana 

kerja atau renja dan rencana ke~a anggaran secretariat DPRD kota tual, 

yang kelima menandatangani SPP atas beban pelaksanaan keadaan yang 

dikelola oleh bagian keuangan secretariat DPRD kota tual, yang berikut 

melakukan monitoring dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan 

laporan pelaksanaan kegiatan. 

: Pertanyaan yang berikut, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara? 

: atasan langsung saya disini adalah Sekwan selaku pimpinan SKPD 

: Pertanyaan berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas kesehariaan anda 

merasa puas melaksanakannya? 

: ya.. yang jelas dalam melaksanakan tug as itu tidak perlu kita nyatakan 

bahwa tidak puas tetapi harus puas, karena beban yang diserahkan 

kepada kita adalah merupakan beban yang harus di selesaikan dan 

bertanggung jawab 

: Pertanyaan berikut, Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasaan anda 

dalam melaksanakan peke~aan itu? 

16/42074.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Pa Lada 

Pa Abas 
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Pa Abas 
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: puas artinya, dari pimpinan SKPD sesuatu peke~aan yang ada pada tugas 

pokok saya, pimpinan meneyerahkan kepada saya selaku bagian 

keuangan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan 

sampai tuntas 

: Pertanyaan yang berikut, Apakah anda mengetahui adanya target kine~a 

yang harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu? 

: Menyangkut kine~a, berkaitan dengan poin diatas bahwa bila saya puas 

berarti saya mengarahkan bawahan saya dalam hal ini adalah 2 kasubag, 

kasubag pelaporan dan kasubag anggaran, dari 2 kasubag tadi itu saya 

selaku kabag keuangan mengarahkan cara ke~anya kemudian 2 kasubag 

itu memerintahkan kepada stat yang mana sudah ditetapkan oleh wali kota 

untuk melaksanakan arahan yang diberikan. 

: Pertanyaan yang berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa yang anda 

ketahui? 

: targetnya yaitu ketika semua pekerjaan itu dapat terlaksana, dalam hal ini 

dari semua anggaran dalam 1 tahun anggaran berakhir pada pelaporan 

akhir tidak ada masalah berarti 1 00 % 

: Pertanyaan berikut, Apakah target tersebut menurut anda memadai sesuai 

dengan tingkat tug as dan tanggungjawab anda? 

: Volume ke~a termasuk tinggi, tapi insyah Allah dapat didukung oleh 2 su 

bagian tadi begitu pula lebih mendukung lagi di bantu oleh semua stafpada 

bagian keuangan 

: Pertanyaan berikut, Selama anda beke~a bagaimana anda mencapai 

target peke~aan yang ada? 

: selama disini belum sampai 1 tahun, pengangkatan maret 2012 kemarin, 

ketika sampai desember 2012 dari semua pelaporan yang ada ketika 

tuntas sampai penerbitan SPP, SPM 

: Pertanyaan berikut, Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa jalan 

yang anda lakukan? 

: Jadi target kine~ a tadi itu, harus 1 00 %, mengingat kita di bag ian keuangan 

apabila SPJ atau pelaporan yang ada di bagian keuangan itu menyangkut 

masalah keuangan tidak disampaikan kepada badan keuangan maka 

dengan sendirinya dapat menghambat semua proses pe~alanan 
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pemerintahan yang ada pada sekretaris DPRD kota tual dalam hal ini 

berarti vakum kalau tidak sesuai target 
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Pa Abas 

KETUA DPRD KOTATUAL: ATENG WAREMRA 

: Terkait dengan penelitian saya terkait dengan kinerja DPRO kota tual 

dengan lokasi penilitian di DPRD kota tual, ada beberapa pertanyaan yang 

ingin kami ajukan kepada pak ketua untuk mendapat masukan dari pa 

ketua, pertanyaan pertama menurut Bapak, apakah terdapat pedoman 

pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing 

bagian? 

Pa Ketua : sebagai institusi-institusi resmi yang membangun fungsi dan peran di 

Pa Abas 

bidang politik tentunya dalam proses operasionalisasi penugasan itu tetap 

menggunakan ketentuan perundangan sebagai pedoman dalam 

pengendalian peran tugas dari DPRD, pedoman-pedoman itulah yang 

akan kami justifikasi sebagai keputusan yang dirumuskan melaui panitia 

musyawarah dan keputusan dalam paripuma yang kemudian menjadi 

pedoman dalam rangka melaksanakan tugas-tugas DPRD 

: Pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk 

tertulis atau sekedar pedoman lisan? 

Pa Ketua : tentunya dalam proses pelaksanaan penugasan pedoman yang kami 

lakukan itu dilakukan secara tertulis dan ada juga police-police strategis 

disampaikan kepada rekan-rekan baik itu dalam komisi maupun alat 

kelengkapan dewan yang lain dalam rangka mengemban tugas-tugas 

DPRD atau komisi-komisi tersebut sesuai tupoksi masing-masing, jadi ada 

pedoman yang didasarkan pada setuasi dan kondisi kehidupan yang 

te~adi didalam kehidupan bermasyarakat di kota tual 

Pa Abas : Pertanyaan berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas 

pokok bapak? 

Pa Ketua : sebagai pimpinan DPRD selama ini adalah pertama mengatur mekanisme-

Pa Abas 
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mekanisme DPRD lalu dipersidangan ................ . 

: Pertanyaan berikut, Apakah terdapat target kine~a dilingkungan ke~a 

saudara? 
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Pa Ketua : target dari kine~a DPRD pada setiap tahun kita lakukan, masa siding 

pertama, target apa yang telah kita capai dalam rangka meramu berbagai 

aspirasi masyarakat, menyalurkannya dan bagaimana menindaklanjuti 

dalam keputusan-keputusan politik DPRD, surat-surat keluar, surat masuk 

bagaimana distribusinya ke komisi dan badan anggaran secara aktif 

kemudian mendorong aktifitas peran dari pada alat kelengkapan dewan 

untuk melakukan aktifitasnya dengan baik sehingga dengan demikian 

diharapkan target itu pada setiap masa sidang itu tercapai tapi tidak bias 

kita pungkiri bahwa terkadang target itu tidak bisa tercapai secara 

sempurna karena berbagai kendala yang dihadapi terutama masalah 

pembiayaan, pengurusan pembiayaan, pembiayaan tidak masalah yang 

jadi persoalan adalah pengurusan pembiayaan yang dikendalikan oleh 

saudara sekwan, terkadang tersendat-sendat akibat dari pada birokrasi 

keuangan yang cukup ketat dan berbagai kendala dalam penanganan lebih 

lanjut, jadi target iru tetap ada cuma untuk mendapatkan/memperoleh 

target itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada 3 bulan, ya 4 bulan 

itu terkadang tidak bisa mencapai secara keseluruhan tetapi kita lanjutkan 

pada masa sidang berikut, kemudian nanti pada masa siding terakhir 

disana baru kita lihat apa target secara keseluruhan pada 1 tahun 

anggaran itu tercapai atau tidak, tapi ternyata ada target kinerja yang 

diputuskan sebagai agenda masa sidang itu ada yang tidak dapat 

dilaksanakan. 

Pa Abas : Kemudian pertanyaan berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di 

bidang tugas saudara? 

Pa Ketua : sesungguhnya target dari penugasan dari seorang pimpinan DPRD seperti 

Pa Abas 
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apa yang sudah saya kemukakan tadi bahwa membentuk alat kelengkapan 

DPRD, memimpin sidang-sidang kemudian mengatur lalu lintas 

pembicaraan dalam persidangan, kemudian mengatur keberangkatan 

komisi-komisi maupun anggota DPRD dalam tugas-tugas bintek kemudian 

kunjungan kerja dan peninjauan lapangan pengawasan dan reses itulah 

tugas-tugas yang selalu kami lakukan berdasarkan amanat dari pada 

Undang-undang No. 27 tahun 2010 

: Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kine~a tersebut, apakah 

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 
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Pa Ketua : target yang dicapai itu semuanya dalam bentuk tertulis kecuali yang 

Pa abas 

bersifat arahan-arahan disesuaikan dengan kondisidan setuasi itu selalu 

ada feedback yang dikembalikan oleh komisi kepada ketua dalam kaitan 

dengan tindak lanjut sebagai bagian dari pada penanganan aspirasi itu, 

jadi target itu ada yang tertulis, jadi penugasan terhadap komisi, komisi 

kembalikan kepada pimpinan dan pimpinan menindaklanjuti dalam bentuk 

surat resmi kepada institusi yang kompetensi sehingga dengan demikian 

aspirasi yang terserap oleh komisi dapat penanganan yang lebih 

komprensif dari pada pemerintah yang mempunyai kompetensi. 

: Pertanyaan yang berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kine~a 

yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

Pa Ketua : sesungguhnya kinergitas atau optimalisasi kine~a dari pada pimpinan itu 

Pa Abas 

sangat tergantung dari pada ke~a sama seluruh anggota artinya pimpinan 

tidak beke~a sendiri tetapi harus mendapat dukungan dan support 

sekaligus ke~a sama dari pada alat-alat kelengkapan DPRD termasuk 

seluruh anggota DPRD, kalau kita lihat bahwa sebagian besar aspirasi 

rakyat yang di implementasikan yang dijabarkan dalam APBD itu bagian 

dari pada usaha optimal yang dilakukan oleh DPRD bersama, pimpinan 

bersama seluruh DPRD dalam rangka menjaring aspirasi dan 

mengaplikasikan dia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tertuang di 

dalam APBD, jadi itulah optimalisasi peran dari pada pimpinan 

mengendalikan dan beke~a sama dengan ternan-ternan dari masing­

masing fraksi, komisi, pokoknya seluruh alat kelengkapan DPRD sehingga 

membuahkan hasil yang optimal dan mengantarkan kota tual ini semakin 

maju dalam sebuah perubahan, dalam kasat mata kita dapat menyaksikan 

ada perubahan-perubahan. 

: baik pa Ketua, pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang 

saudara capai di DPRD Kota Tual? 

Pa Ketua : Kinerja dari pada pimpinan DPRD atau wujud kine~a dari DPRD ini seperti 
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apa yang sudah saya kemukakan tadi bahwa ke~a sama semua 

komponen baik itu pemerintah maupun DPRD selalu dibutuhkan dan dari 

berbagai pikiran yang teramu dari aspirasi yang datang dari aspirasi 

masyarakat itulah yang selalu kami olah menjadi sebuah program dan 

kebijakan yang patut di aktualisasikan untuk kepentingan masa depan dari 

16/42074.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Pa Abas 

pada masyarakat dan kota tual itu sendiri, jadi yang jelas bahwa setiap 

tahun peningkatan APBD yang diputuskan batang tubuh APBD itu sendiri 

atau peningkatan anggaran yang diputuskan dalam batang tubuh APBD itu 

bagian dari pada upaya maksimal yang dilakukan dalam bentuk lintas 

pendekatan pemerintahan sehingga aspirasilbegitu besar aspirasi, begitu 

besar pula dana diserap dari pemerintah pusat untuk kepentingan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat itu sekalipun memang masih jauh 

dari pada harapan yang sesungguhnya tetapi paling tidak pada setiap 

tahun terlihat ada wujud dari pada kinerja, ke~a sama kine~a pimpinan 

DPRD baik itu dalam konteks pendekatan dengan anggota maupun juga 

dengan pemerintah daerah sehingga melahirkan berbagai perubahan yang 

selama ini dapat kita saksikan terlihat di kota tual. 

: Baik pa Ketua tinggal 2 pertanyaan, jadi pertanyaan yang berikut ini agak 

bagus dijawab oleh pa ketua, Menurut Pa ketua faktor apa yang 

sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kine~a anggota 

DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini? 

Pa Ketua : kinergitas DPRD itu dia berkembang berdasarkan setuasi dan kondisi 

34 

politik, suhu politik dan setuasi kondisional dalam lingkup pemerintahan 

termasuk didalamnya ada dukungan administrasi dari Sekwan sebagai 

kepala kantor di DPRD itu harus jujur kita mengatakan bahwa akibat 

ketatnya regulasi yang te~adi sehingga mengakibatkan terkadang proses 

pengelolaan keuangan itu mengalami keterlambatan-keterlambatan yang 

ikut mempengaruhi kinergitas DPRD namun demikian optimalisasi dan 

tugas DPRD itu terus kita lakukan, kerja sama dengan saudara wali kota 

kita binakembangkan karena kewenangan dalam rangka memutuskan 

penanganan keuangan DPRD secara cepat dan proposional itu hanya ada 

di pemerintah daerah bukan kompetensi dari pada pimpinan DPRD, 

pimpinan DPRD hanya dalam konteks koordinatif tetapi pengambilan 

keputusan berkaitan dengan penanganan keuangan ini secara atau 

pengelolaan keuangan secara proporsional berdasarkan ketentuan itu 

berada pada peran dari pada sekwan dan bendahara sehingga demikian 

kalau andai kata proses pertanggung jwaban itu terlambat ya, ikut juga 

mengambat kegiatan DPRD secara gradual, 
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Pa Abas : Baik pa ketua, pertanyaan yang terakhir Bagaimana sistim pengambilan 

keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau 

semua stat? 

Pa Ketua : Yang jelas bahwa kalau andai kata sebagai pimpinan DPRD dalam rangka 

Pa Abas 

35 

pengambilan keputusan tentunya DPRD ini tidak mempunyai staf, staf itu 

ada disekretariat, DPRD dalam konteks penugasan kami semua memiliki 

peran yang sama, pimpinan DPRD mengatur lalu lintas penugasan dan 

menandatangani keputusan-keputusan tetapi dalam proses pengelolaan 

tanggung jawab kita beke~a sama-sama, keputusan juga tidak diambil 

secara person tetapi di DPRD itu ada 2 keputusan, Keputusan secara pari 

puma diputuskan oleh DPRD secara kolektif dan keputusan pimpinan 

DPRD, tapi selama ini jujur saja saya harus menyatakan bahwa selama ini 

keputusan-keputusan ketua DPRD sebagai pimpinan DPRD itu jarang di 

berlakukan lebih banyak kami menggunakan keputusan secara pari puma 

sehingga dengan demikian sekecil apapun harus diketahui dan dipahami 

sekaligus didukung oleg segenap anggota DPRD dalam rangka 

mengaembangkan tanggungjawab DPRD sebagai intitusi yang 

mengendalikan politik di daerah 

: Terima kasih Pa Ketua DPRD, semoga hasil ini memboboti tesis kami 
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KETUA KOMISI 8 DPRD KOTA TUAL : JISMI REUBUN 

: baik, Pa Jismi Reubun, Ketua Komisi B DPRD Kota Tual terkait dengan 

penilitian tentang kine~a DPRD kota tual untuk penulisan tesis pada 

Universitas Terbuka mungkin ada beberapa pertanyaan ingin kami 

sampaikan untuk mendapat masukan dari pa jismi, yang pertama pa Jismi, 

menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau 

tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian? 

; jadi dalam lingkup DPRD kota tual memang terdapat fungsi dan tugas 

pokok-pokok yang telah diatur dalam peraturan tata tertibDPRD kota tual 

: pertanyaan kedua, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk 

tertulis atau sekedar pedoman lisan? 

: seperti saya sampaikan tadi jadi sudah merupakan pedoman tertulis yang 

termuat dalam tat tertib DPRD kota tual yang mengatur tentang pedoman 

itu sendiri 

: Pertanyaan ketiga, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas 

pokok bapak? 

: yang menjadi rung lingkup tugas pokok kami ialah kebetulan sebagai ketua 

komisi B membidangi beberapa mitra ke~a dari pemerintahan kota tual 

yaitu beberapa SKPD diantaranya Dinas perikanan, Dinas Pendidikan 

Nasional dan olah raga serta Dinas kesehatan pada intinya dinas 

kesejahteraan masyarakat 

: Pertanyaan ke empat, Apakah terdapat target kine~a dilingkungan ke~a 

saudara? 

: target kine~a di lingkungan kami sendiri selaku komisi B yang lebih dari 

pada itu sebagaimana wakil rakyat sudah pasti memiliki target dimana 

target itu sendiri bagaimana dapat menyampaikan aspirasi masyarakat 

atau rakyat yang kami wakili dengan mendorong lingkungan ke~a yang 

bermitra dengan beberapa SKPD di maksud untuk meningkatkan kine~a 

mereka sendiri 

: Pertanyaan ke lima, Target kine~a seperti apa yang ada di bidang tugas 

saudara? 
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: Target kine~a dibidang kami sendiri sebagaimana mungkin tidak 

merupakan hal yang terpisahkan dari apa yang kami sampiakan 

sebelumnya bahwa target kine~a itu adalah sendiri mendorong SKPD­

SKPD bersangkutan untuk dapat meningkatkan kine~a dalam mendorong 

pemerintahan baik dari sisi pelayanan kemasyarakatan dan turut 

mendukungnya visi dan misi dari pada pemerintahan kota dalam hal ini 

wali kota dan wakil wali kota 

: Pertanyaan ke enam, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah 

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

: memang selaku DPRD dalam target kine~a itu ada yang dalam bentuk 

tertulis ad yang dalam bentuk lisan, karena DPRD dalam pekerjaannya 

dalam meyuarakan aspirasi rakyat tentunya ada yang hanya sekedar lisan 

dan ada yang ditindak lanjuti dalam bentuk tertulis sebagaimana di 

tuangkan dalam sikap komisi yang dilanjutkan dalam kata akhir fraksi 

kepada pemerintah kota tual 

: Pertanyaan berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang 

optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

: memang ... , bagi kami sendiri belum bisa menilai target kinerja kami secara 

optimal karena sesungguhnya kinerja DPRD itu akan dinilai oleh rakyat 

namun kami pasti juga mengetahui bahwa ada beberapa kine~ a kami yang 

kami anggap cukup optimal 

: Pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kine~a yang saudara capai di 

DPRD Kota Tual? 

: Wujud kine~a yang dapat kami capai di DPRD kota tual adalah dalam 

rangka setiap kali pembahasan yang berhubungan dengan kepentingan 

rakyat, kepentingan masyarakat itu memang kami berupaya secara 

maksimal untuk kemudian mendorong itu dan dituangkan dalam APBD 

atau arah dan kebijakan pemerintah kota dalam menunjang capaian yang 

dimaksud dengan wujud kine~a itu sendiri 

: Pertanyaan ke sembilan, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya 

menjadi penyebab naik dan turunnya kine~a anggota DPRD Kota Tual 

selama beberapa tahun terakhir ini? 

: memang te~adi kinerja anggota DPRD kota tual yang cukup dikatakanlah 

turunnya kine~a disebabkan juga oleh tidak efektifnya koordinasi yang 
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dilakukan oleh sekretaris DPRD dalam melakukan koordinasi terhadap 

bagian-bagiannya atau stafnya sehingga itu dapat menyebabkan turunn ya 

kine~a DPRD pada akhir-akhir tahun ini, itu sebagaimana disampaikan 

kuncinya adalah tidak terlaksananya koordinasi yang baik oleh sekwan 

selaku pimpinan SKPD dalam sekretariat DPRD dalam menjalankan satu 

buah tugas yaitu khususnya koordinasi kurang be~alan sehingga terkesan 

bahwa bagian-bagian maupun stat dalam lingkup secretariat DPRD kota 

tual tidak beke~a secara optimal dan itu menyebabkan kine~a DPRD 

menurun pada akhir-akhir tahun ini 

: yang berikut adalah pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan 

keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau 

semua stat? 

: sudah pasti keputusan yang diambil dalam DPRD dalam hal ini komisi 

sudah pasti melibatkan unsur komisi baik pimpinan maupun anggota yaitu 

ditingkat komisi selanjutnya kalau misalnya pengambilan keputusan itu 

ditingkat paripurna sudah pasti melibatkan seluruh pimpinan dan anggota 

DPRD 
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WAKIL KETUA DPRD : HASAN RENGIRFURY AAN, SH 

: Pa hasan Rengirfuryaan, Wakil Ketua DPRD Kota Tual terkait dengan 

penilitian tentang kine~a DPRD kota tual untuk penulisan tesis pada 

Universitas Terbuka mungkin ada beberapa pertanyaan ingin kami 

sampaikan untuk mendapat masukan dari pa hasan, yang pertama, 

menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau 

tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian? 

Pa Hasan : kalau bicara pedoman maka ada, jadi DPRD melaksanakan tugas sebagai 

lembaga legeslatif memiliki pedoman untuk melaksanakan masing-masing 

fungsi itu 

Pa Abas : Pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk 

tertulis atau sekedar pedoman lisan? 

Pa Hasan : Pedoman ataupun petunjuk pelaksanan tupoksi anggota DPRD dibuat 

dalam bentuk tertulis maupun secara lisan, Sesuai dengan Undang­

undang juga tertulis seperti itu, ada juga memang secara lisan saja 

misalnya di disposisikan dari pimpinan ke komisi atau alat kelengkapan 

yang lain itu yang berbentuk tertulis 

Pa Abas : Pertanyaan ke tiga, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas 

pokok bapak? 

Pa hasan : yang menjadi ruang lingkup tugas pokok saya sebagai pimpinan adalah 

mendorong seluruh agenda yang ditetapkan dalam alat kelengkapan 

DPRD yang namanya badan musyawarah sehingga agenda-agenda yang 

ditetapkan itu nantinya akan di paripumakan kemudian agenda itu yang 

menjadi ruang lingkup tugas kami sebagai pimpinan untuk 

melaksnakannya sesuai dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang 

ada 

Pa Abas : Kemudian pertanyaan berikut, Apakah terdapat target kine~a dilingkungan 

ke~a saudara? 

Pa Hasan : Sesungguhnya semua lingkungan ke~a apapun pasti memiliki target 

capaian dalam penyelesaian agenda-agenda ke~anya sehingga ada 
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program dan kegiatan yang menjadi target prioritas kemudian ada juga 

program kegiatan yang sesungguhnya bisa dilaksanakan ada juga yang 

memang nanti dilaksanakan pada masa siding berikutnya sehingga target 

kine~a kita memang akan terukur sesuai dengan pelaksanaan agenda­

agenda yang ditetapkan 

: Pertanyaan Ke enam, Oalam bentuk apa target kine~a tersebut, apakah 

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja? 

Pa Hasan : Target kine~a kita memang sebagaimana tugas pokok kita yang sudah 

saya sampaikan bahwa tupoksi kita itu dalam bentuk tertulis yakni agenda-

Pa Abas 

agenda kita itu dalam bentuk tertulis kernudian dilaksanakan sesuai 

dengan prioritas agenda pada masa sidang pertama misalnya, jadi untuk 

mencapai target kine~a kita memang tidak harus menyesuaikan dengan 

susunan agenda tetapi prioritas agenda yang nanti akan kita lihat sehingga 

capaian kine~a kita dapat terukur dari situ 

: Pertanyaan berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang 

optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut? 

Pa Hasan : selama ini memang untuk mencapai target kine~a yang optimal menurut 

saya kita belum mencapai karena ada agenda yang tidak terlaksanakan itu 

diakibatkan factor penunjang dalam pelaksanaan agenda itu yang tidak 

maksimal misalnya dukungan dari aparat seperti sekretariat dewan dan 

sebagainya itu yang tidak mendorong pimpinan sehingga target capaian 

kine~a kita tidak optimal baik agenda yang tidak kita laksanakan sampai 

masa akhir tahun sidang 

Pa Abas : Pertanyaan nomor ke-8, Apa sebenarnya wujud kine~a yang saudara 

capai di DPRD Kota Tual? 

Pa Hasan : Wujud kine~a yang ingin kita capai adalah seluruh program dan kegiatan 

kita rencanakan yang kita sepakati bersama itu sebenarnya sudah kita 

laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada namun karena untuk 

mencapai wujud kinerja yang sebenarnya di DPRD kota tual kita belum 

merasakan itu karena beberapa elemen pendukung tadi yang tidak 

mendukung sehingga selama DPRD ini ada untuk mencapai wujud kine~a 

yang baik yang diharapkan belum terlaksana 
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Pa Abas : pertanyaan berikut, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi 

penyebab naik dan turunnya kine~a anggota DPRD Kota Tual selama 

beberapa tahun terakhir ini? 

Pa Hasan : Yang pertama selain factor internal ada factor eksternal, yang pertama 

factor internal memang kita anggota DPRD ini tidak memiliki pengetahuan 

Pa Abas 

yang sama kita datang dari latar belakang partai yang berbeda kemudian 

disiplin ilmu juga yang berbeda sehingga untuk menjadi penyebab naik 

turunnya kinerja DPRD itu juga tergantung dari factor kemampuan masing­

masing anggota DPRD kemudian disamping itu factor eksternal tadi yang 

saya katakan bahwa tidak ditunjang dengan dukungan dari secretariat 

DPRD yang mendorong seluruh agenda yang sudah ditetapkan itu 

sehingga kine~a DPRD itu terukur dari situ, nah .. jika dua-duanya berjalan 

dengan baik memenuhi kreteria maka kita bisa mencapai tujuan atau 

kine~a kita yang kita harapkan 

: baik... Pa hasan ini pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan 

keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau 

semua staf? 

Pa Hasan : Pengambilan keputusan di kantor DPRD itu ada keputusan pimpinan, ada 
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keputusan komisi, ada keputusan fraksi dan tiap-tiap alat kelengkapan 

dewan masing-masing memiliki keputusan sendiri-sendiri bahkan 

keputusan yang tertinggi di DPRD adalah pari puma, pengambilan 

keputusan itu tidak dari atas kebawah tapi dia sifatnya dari bawah ke atas 

maksudnya adalah untuk memutuskan sesuatu persoalan misalnya kita 

memutuskan perda itu, pengambilan keputusan itu berawal dari alat 

kelengkapan DPRD kemudian di bawah ke paripuma, dimana keputusan 

yang lebih tertinggi di paripuma itu semua anggota DPRD hadir disitu 

sehingga keputusan tidak hanya diambil oleh alat kelengkapan DPRD itu 

yang dijadikan keputusan DPRD tetapi tahapan pengambilan keputusan 

seperti itu, nah untuk melibatkan semua unsur atau staf tadi saya katakan 

bahwa unsur alat kelengkapan-kelengkapan yang lain itulah kita sama­

sama mengambil keputusan pada sidang paripuma sehingga keputusan itu 

tidak diambil pada satu pihak ataukah pada satu sub bagianataukah pada 

satu alat kelengkapan DPRD, demikian terima kasih 

: terima kasih Pa Hasan Rengifuryaan, SH wakil ketua DPRD kota tual. 
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: Baik, Pa Rusli, beberapa pertanyaan terkait dengan penilitian saya di 

secretariat dan DPRD kota tual, jadi mohon kesediaan untuk menjawab 

beberapa pertanyaan, yang pertama pa rusli, no 1, Apa dan bagaimana 

ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawab anda di kantor DPRD 

kota Tual? 

: ruang lingkup serta tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala bagian 

risalah dan persidangan adalah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan 

dengan jalannya anggota DPRD kota tual untuk sidang mulai dari 

penyiapan ruangan, kursi-kursi sampai dengan penyiapan notulensi, itu 

yang menjadi ruang lingkup tugas saya 

: Pertanyaan ke-2, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara? 

: Atasan saya adalah Sekwan (sekretaris dewan) 

: Pertanyaan yang berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas kesehariaan 

anda merasa puas melaksanakannya? 

: lnsyah Allah selama kegiatan DPRD sampai saat ini sebagai kabag risalah 

dan persidangan saya selalu merasa puas 

: Baik, yang keempat, Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasaan anda 

dalam melaksanakan peke~aan itu? 

: Salah satu bentuk kepuasan itu apabila pada masa berakhirnya masa 

sidang, jadi 1 tahun anggaran biasanya ada 3x masa sidang, 3x masa 

siding itu waktunya selama 4 bulan, jadi masa siding pertama Januari 

sampai dengan april, masa siding kedua mei sampai agustus dan masa 

sidang ketiga dari September sampai desember 

: Pertanyaan ke-5, Apakah anda mengetahui adanya target kine~a yang 

harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu? 

: ada, kinerja yang dapat di capai itu setiap pada penutupan masa sidang itu 

biasanya kita mulai dengan pembukuan notulensi 

: Kemudian pertanyaan yang berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa 

yang anda ketahui? 
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: sebagaimana tadi pertanyaan awal bahwa 1 masa sidang, satu tahun 

masa sidang ada 3 masa sidang jadi dengan demikian 1 tahun itu 3x 

penjilitan notulensi 

: yang berikut adalah Apakah target tersebut menurut anda memadai sesuai 

dengan tingkat tugas dan tanggungjawab anda? 

: Selama ini kurang lebih 2 tahun saya menjabat, target itu selalu tercapai 

dengan nilai 1 00 

: Pertanyaan yang berikut adalah Selama anda bekerja bagaimana anda 

mencapai target peke~aan yang ada? 

: Target pencapaian kine~a itu mulai dari begitu ruangan sidang disiapkan, 

anggota DPRD masuk lalu menandatangani absen hadir terus sidang 

dibuka memenuhi kourum, sidang dijalankan dari bagian kami secretariat 

dalam hal ini pihak notulensi untuk menyiapkan notulen sampai dengan 

berakhirnya masa sidang lalu kita buat dalam bentuk buku lalu dijilid 

kemudian dibagikan kepada anggota DPRD dalam bentuk tadi 

: Pertanyaan yang berikut, Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa 

jalan yang anda lakukan? 

: selama ini kita belum mengarah pada tidak mencapai target, karena kita 

selalu mencapai target, jadi andaikata kalau tidak mencapai target maka 

jalan satu-satunya kita kembalikan kepada atasan kita 

: Pertanyaan yang terakhir, Menurut anda, faktor apa yang menjadi kendala 

bila te~adi target kine~a peke~aan saudara tidak tercapai? 

: salah satu peneyebab kendala itu sarana prasarana seperti computer, 

lampu juga macet-macet, itu juga salah satu factor yang menyebabkan 

mutudensi dipertahankan karena kita menggunakan sarana listrik sehingga 

notulensi itu perlu diketik, computer itu menggunakan listrik, bagaimana 

kalau listrik mati otomatis target yang dicapai itu tidak terwujud. 

: baik, terima kasih Pa Rusli 
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KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN: 

: Pa hasan Kabag Umum secretariat DPRD Kota Tual, dalam rangka 

penyelesaian tugas akhir studi S2 pada Universitas Terbuka, ada beberapa 

pertanyaan yang kami ingin dapatkan informasi, yang pertama Apa dan 

bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di 

kantor DPRD kota Tual? 

Pa Hasan : T erkait dengan ruang lingkup tug as yang menjadi tanggungg jawab saya 

sebagai kepala bagian umum secretariat dewan DPRD kota tual 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha sekretariat, 

mengatur mengembalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar, 

mengelola dan mendistribusikan naskah dinas dan bahan penting dalam 

lingkup sekretariat DPRD Kota Tual. 

Pa Abas : Pertanyaan ke-2, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara? 

Pa Hasan : yang menjadi atasan saya langsung sebagai kabag secara hirarki adalah 

sekretaris dewan DPRD kota tual 

Pa Abas : pertanyaan berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas kesehariaan anda 

merasa puas melaksanakannya? 

Pa Hasan : Menyangkut dengan kegiatan saya bidang saya sebagai kabag umum, 

saya melihat dan saya rasakan sebagaimana seperti apa yang saya 

among bahwa menegemen secretariat DPRD itu sifatnya sentralistik 

padahal di dalam uraian tugas itu ada tetapi sifatnya sentralistik sehingga 

bagian-bagian itu tidak dibagikan uraian tugas itu ke bidang masing­

masing, jadi sifatnya sentralistik, dan kami beke~a di bagian umum itu apa 

adanya sedangkan menyangkut dengan hal-hal lain itu .... Error 

Pa Abas : Pertanyaan ke-5, Apakah anda mengetahui adanya target kine~a yang 

harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu? 

Pa hasan : target kine~a sebagai seorang pejabat esolon Ill, tentu itu diharapkan kita 

ke~a maksimal paling tidak itu uraian tug as ...... error 

Pa Abas : Pertanyaan berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa yang anda 

ketahui? 

Pa Hasan : error .............. . 
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